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Perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai akad penghalalan hubungan seksual 
saja, tetapi perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara sepasang suami 
isteri. mayoritas ulama sepakat bahwa suami mempunyai kewajiban dalam rumah 
tangga. Namun, mereka berbeda tentang tugas-tugas yang dipikul isteri dalam 
rumah tangga. Jumhur ulama memandang isteri tidak wajib mengerjakan 
pekerjaan rumah, sementara sebagian yang lain mewajibkannya. Pendapat 
dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab Zād al-Ma’ād. Ia 
mengemukakan bahwa isteri wajib untuk melakukan pekerjaan rumah, termasuk 
memasak, mencuci, membuat kue dan lainnya. Penelitian ini difokuskan kepada 
pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang kewajiban isteri dalam rumah tangga. 
Masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana pandangan Ibnu Qayyim al-
Jauziyyah tentang kewajiban isteri dalam rumah tangga, dan landasan hukum 
yang digunakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Penelitian ini dilakukan dengan 
pendekatan studi pustaka (library research). Data dikumpulkan dari bahan 
tertulis, serta dianalisa secara kualitatif melalui metode deskriptif-analisis. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa menurut Ibnu Qayyim, isteri wajib mentaati suami 
dalam perkara yang baik, tidak memasukkan seseorang ke dalam rumah ketika 
suami tidak ada, tidak keluar rumah tanpa izin suami, menjaga harta suami, 
mensyukuri kebaikan suami, dan wajib melayani dan membantu suami. Dalam hal 
melayani dan membantu suami, isteri wajib mengerjakan pekerjaan dalam rumah 
tangga, seperti memasak, menyapu, membuat kue dan roti, dan pekerjaan rumah 
lainnya. Landasan hukum yang digunakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yaitu 
Alquran surat al-Baqarah ayat 228, hadis tentang ketetapan Rasulullah atas 
pekerjaan Fatimah di dalam Rumah, dan kebiasaan para perempuan di masa 
sahabat. Sebagai saran, untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga, 
hendaknya suami isteri harus melaksanakan kewajiban yang telah pasti dijelaskan 
dalam al-Quran dan hadis. Mengenai tugas-tugas dalam rumah tangga, hendaknya 
dilakukan atas dasar saling tolong menolong, isteri wajib menolong suami begitu 
sebaliknya. Hendaknya isteri mengerjakan pekerjaan rumah dengan penuh 
keikhlasan, sesuai kemampuannya, dan tidak mengabaikannya. Di sisi lain, suami 
hendaknya tidak memaksa isteri untuk mengerjakan tugas yang tidak sanggup 
dipikul oleh isteri. 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
 
Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab 
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya 
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata 
Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.  Adapun Pedoman 
Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai 
berikut:
 1
 
 
1. Konsonan  
 
No. Arab Latin Ket No. Arab Latin Ket 
1 ا 
Tidak 
dilambangkan 
 
61 ط ṭ 
t dengan 
titik di 
bawahnya 
2 ب B 
 
61 ظ ẓ 
z dengan 
titik di 
bawahnya 
3 ت T  61 ع ‘  
4 ث Ś 
s dengan 
titik di 
atasnya 
61 غ gh 
 
5 ج J  02 ف f  
6 ح ḥ 
h dengan 
titik di 
bawahnya 
06 ق q 
 
7 خ kh  00 ك k  
8 د D  02 ل l  
9 ذ Ż 
z dengan 
titik di 
atasnya 
02 م m 
 
10 ر R  02 ن n  
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ix 
 
11 ز Z  01 و w  
12 س S  01 ه h  
13 ش sy  01 ء ’  
14 ص Ş 
s dengan 
titik di 
bawahnya 
01 ي y 
 
15 ض ḍ 
d dengan 
titik di 
bawahnya 
   
 
 
 
2. Konsonan 
Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
2
 
a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harkat, transliterasinya sebagai berikut:   
Tanda Nama Huruf Latin 
  َ  Fatḥah a 
  َ  Kasrah i 
  َ  Dammah u 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
ي   َ  Fatḥah dan ya Ai 
  َ   و    Fatḥah dan wau Au 
 
Contoh: 
فيك  = kaifa,  
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لوه      = haula 
 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
3
 
Harkat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan tanda 
ي/ا   َ  Fatḥah dan alif atau ya ā 
ي   َ  Kasrah dan ya ī 
و   َ  Dammah dan wau ū 
 
Contoh: 
      لا ق = qāla 
ي م  ر   = ramā 
     لْي ق = qīla 
    لْوق ي = yaqūlu 
 
4. Ta Marbutah  (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 
a. Ta marbutah ( ة) hidup 
Ta marbutah ( ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 
dammah, transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah ( ة) mati 
Ta marbutah ( ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة) diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 
marbutah ( ة) itu ditransliterasikan dengan h. 
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xi 
 
Contoh: 
 ْالَافاَط الْا ْ ةَض اوَر : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl 
  ْاةَر ََّون  مالا ْ َةنايِدَمالا  : al-Madīnah al-Munawwarah/  
 al-Madīnatul Munawwarah   
  ْاةَحاَلط  : Ṭalḥah 
Modifikasi 
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, 
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai 
kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, 
bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
4
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BAB SATU  
PENDAHULUAN 
 
Telah menjadi kebenaran umum bahwa Islam membangun konstruksi 
hukum yang ideal bagi penganutnya. Keidealan hukum tersebut mengacu pada 
harapan kemaslahatan dalam pelaksanaannya. Sedangkan yang dimaksud 
konstruksi hukum terlihat  pada muatan hukum yang konprehensif, mencakup 
hukum jināyah (pidana Islam), siyāsah (politik Islam), mu’āmalah (ekonomi 
Islam), dan hukum ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga Islam). Semua bagian 
hukum tersebut dibentuk dengan tujuan agar manusia mendapatkan kemaslahatan 
hidup dunia dan akhirat.
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Khusus dalam hukum perkawinan, syari’ mengatur semua permasalahan 
yang dihadapi oleh pasangan suami isteri, yang mencakup prinsip pemilihan 
jodoh, tata cara akad nikah, hubungan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, 
dan cara pemutusan hubungan perkawinan (baik ṯalāq, khulū’, maupun fasakh).2  
Terkait dengan hubungan perkawinan terdapat Ketentuan yang mengikat 
keduanya dirangkum dalam bentuk hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah 
                                                 
1
Tujuan hukum Islam tersebut sering disebut dengan istilah maqāshid al-syar’iyyah, yang 
intinya yaitu menghindari kumudaratan dan mendatangkan manfaat, atau dengan istilah: ِحلاَصَمْلا 
 ُبْلَج َيلَع ُ ٌم ََّدق  م ُِدِسافَمْلا  ُءْرَد. dimuat dalam buku Muhammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu 
Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, cet. 16, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 
61. 
2
Aturan perkawinan tersebut dimuat dalam banyak literatur, diantaranya yaitu, Wahbah 
Zuhaili,  Fiqih Islam wa Adillatuhu; Pernikahan Talak, Khuluk, Mengila’ Isteri, Li’an, Zuhar dan 
Masa Iddah, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 318; 
Sayyid Ahmad al-Musayyar, Akhlāq al-Usrah al-Muslimah Buhuś wa fatawa; Fikih Cinta Kasih 
Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga, (terj: Habiburrahim), (Cet. XII, Jakarta: Erlangga, 2008), 
hlm. 305. 
1.1. Latar Belakang Masalah 
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tangga. Ulama sepakat bahwa yang memiliki posisi untuk menafkahi keluarga 
ialah suami. Pada satu sisi, konsekuensi dari hubungan perkawinan menimbulkan 
adanya kewajiban nafkah yang dipikul oleh suami dalam memenuhi segala 
perlengkapan kebutuhan hidup, mulai dari sandang, pangan, dan papan. Pada sisi 
lain, isteri juga memiliki kewajiban-kewajiban mesti dipikulnya, ada tiga 
kewajiban isteri yang secara eksplisit dimuat dalam dalil naqli, yaitu mentaati 
suami dalam memenuhi kebutuhan biologis, menjaga harta dan kesucian diri, serta 
kewajiban untuk tidak keluar rumah tanpa izin suami.
3
 
Kewajiban suami isteri seperti telah disebutkan merupakan aktualisasi dari 
asas keseimbangan hak dan kewajiban. Dalam hukum perkawinan Islam, antara 
hak yang diterima oleh masing-masing pihak memiliki keseimbangan dengan 
kewajiban-kewajiban tersebut. Al-qur’an telah membicarakan keseimbangan hak 
dan kewajiban, tepatnya yang tertuang dalam surat al-Baqarah ayat 228, sebagai 
berikut: 
                             
Artinya: “…Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, 
mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah: 228). 
 
Makna ayat di atas menunjukkan bahwa setiap pasangan suami isteri 
memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban-kewajiban yang harus 
ditunaikannya. Kewajiban suami direalisasikan untuk memenuhi hak-hak isteri, 
                                                 
3
Wahbah Zuhaili, Fiqhul al-Islām wa Adillatūhū: Pernikahan, Talak, Khulu’, Ila’, Li’an, 
Zihar dan Masa Iddah,  (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 
2011), hlm. 203; Lihat juga Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, (terj: Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena 
Pundi Aksara, 2006), hlm. 89. 
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begitu juga sebaliknya.
4
 Namun, suami mempunyai kelebihan dibandingkan isteri, 
disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan 
kesejahteraan rumah tangga. Untuk itu, suami berkewajiban untuk memenuhi 
segala keperluan isteri, bahkan dalam hal pekerjaan rumah tangga sekalipun. Hal 
ini berlaku baik suami tersebut dalam memiliki kondisi perekonomian yang cukup 
ataupun tidak.
5
  
Dalam hadis, disebutkan bahwa suami dibebani tanggung jawab serta 
berkewajiban untuk melengkapi kebutuhan yang menjadi hak isteri dengan 
ma’ruf. Sebagaimana hadis yang  diriwayat oleh Baihaqi sebagai berikut: 
 ِنْب ِميِكَح ْنَع َةَعَز َق بَِأ ْنَع ُةَبْعُش َانَر َبْخَأ ُدِيَزي اَن َث َّدَح  ْنَع ِهِيَبأ ْنَع ََةيِواَعُم
 َلاَق ِجْوَّزلا ىَلَع َِةأْرَمْلا ُّقَح اَم ٌلُجَر ُهََلأَس َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِّبَِّنلا
 ْحِّبَق ُت َلََو َهْجَوْلا ْبِرْضَت َلََو َتْيَسَتْكا اَذِإ اَهوُسْكَتَو َتْمِعَط اَذِإ اَهُمِعْطُت
 ْرُجْه َت َلََو ِتْي َبْلا فِ َّلَِإ (.يقهيبلا هاور.)   
 
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah mengabarkan pada kami 
Syu'bah, dari Abu Qaza'ah dari Hakim bin Mu'awiyah dari Ayahnya 
dari Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam, Seseorang bertanya kepada 
beliau; "Apa hak seorang istri dari suaminya?." beliau menjawab: 
"Kamu memberinya makan sebagaimana kamu makan, memberinya 
pakaian sebagaimana kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, 
tidak menjelek-jelekkannya dan tidak menghajarnya (memisahkan dari 
tempat tidur) kecuali di dalam rumah.” (HR. Baihaqi). 
 
Selain kewajiban, seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan 
kewajiban bagi isterinya. Dalam konteks ini, isteri wajib taat kepada suami. 
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Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara  Fiqh Munakahat dan 
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Terkait dengan perihal rumah tangga (urusan rumah tangga), sebagian fuqaha 
berpendapat bahwa suami tidak boleh menuntut secara hukum untuk melakukan 
pekerjaan rumah. Karena, akad nikah yang terlaksana antara mereka berdua hanya 
bermaksud menghalalkan bergaul antara suami isteri untuk menjaga kehormatan 
diri dan menghasilkan keturunan. Adapun pekerjaan rumah termasuk dalam ruang 
lingkup kewajiban  yang harus disediakan suami dalam kehidupan rumah tangga. 
Pendapat ini dinyatakan oleh mazhab Hanafi, Syafi’i, Maliki, dan Zahiriyah.7 
Terkait dengan pekerjaan-pekerjaan rumah, mazhab Hanafi, Syafi’i, 
Maliki, dan Zahiriyah serta Hanbali, sepakat mengatakan bahwa para istri pada 
hakikatnya tidak punya kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya dalam hal 
urusan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, menyapu dan lain-
lain.
8
  
Menurut ulama mazhab Hanafi sebagaimana disampaikan oleh al-Kassani, 
yang dikutip oleh Ahmad Sarwat, menyebutkan bahwa isteri tidak boleh dipaksa 
untuk mengolah makanan, memasak dan lainnya. Karena, suami diperintahkan 
untuk pulang membawa makanan siap santap. Suami juga diharapkan dapat 
menyediakan pembantu untuk memasak makanan. Menurut ulama mazhab 
Maliki, suamilah yang wajib berkhidmat (melayani) istrinya, dan suami wajib 
menyediakan pembantu buat istrinya. Menurut mazhab Syafi’i, Imam al-Syirazi 
menyebutkan bahwa tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, 
memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan (dalam 
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pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (istimta’), 
sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban. Menurut mazhab 
Hanbali, seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik 
berupa mengayoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, 
termasuk menyapu rumah, atau menimba air di sumur. Demikian juga menurut 
ulama mazhab Zahiri, di mana isteri tidak wajib mengerjakan pekerjaan rumah, 
karena itu bagian dari pelayanan suami terhadap isterinya.
9
 
Dalam kitab “Fiqh al-Islāmī”, Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa 
seandainya suami pulang membawa bahan makanan yang masih harus dimasak 
dan diolah, lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka istri itu 
tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membawa makanan 
yang siap untuk dimakan. Bahkan suami wajib untuk menyediakan pembantu buat 
istrinya dalam mengerjakan urusan rumah tangga.
10
 Jumhur ulama tidak 
mewajibkan isteri untuk mengerjakan kegiatan dalam rumahnya, karena 
perkawinan hanya ditujukan pada pembolehan hak untuk hubungan intim 
semata.
11
  
Namun demikian, menurut sebagian ulama di antaranya, Muḥammad ‘Alī 
al-Ṣābūnī,12 dan Yusuf al-Qardhawi,13 menyebutkan bahwa seorang wanita wajib 
memasak, menyapu, mengepel dan membersihkan rumah. Karena semua itu 
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adalah timbal balik dari nafkah yang diberikan suami kepada mereka.
14
 Seorang 
isteri bekerja di dalam rumah. Dialah yang menyiapkan makanan, mencuci piring, 
mencuci baju dan mengatur rumah sehingga nyaman untuk ditempati.
15
 Dengan 
demikian, dapat dinyatakan letak keseimbangan hak dan kewajiban tersebut 
terlihat pada diwajibkannya isteri untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan di rumah, 
sedangkan suami kerja diluar rumah dalam mencari nafkah. 
Pendapat dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab Zād 
al-Ma’ād. Ia mengemukakan bahwa isteri wajib untuk melakukan pekerjaan 
rumah, sebagai imbangan dari kewajiban nafkah yang telah diberikan oleh 
suaminya, dan ini sejalan dengan ikatan hubungan kehidupan rumah tangga yang 
saling menopang antara suami isteri. Ia menegaskan bahwa kewajiban isteri dalam 
membantu suami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, termasuk memasak, 
mencuci, membuat kue dan lainnya.
16
 
Melihat perbedaan pendapat di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih 
lanjut untuk mengkaji lebih dalam terkait pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 
dengan judul permasalahan yaitu: “Kewajiban Isteri dalam Rumah Tangga: 
Studi Terhadap Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah”. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Dari gambaran hukum yang telah dipaparkan dalam latar belakang 
masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang kewajiban 
isteri dalam rumah tangga? 
2. Apa landasan hukum yang digunakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah 
tentang kewajiban isteri dalam rumah tangga? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu: 
1. Untuk mengetahui pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang 
kewajiban isteri dalam rumah tangga. 
2. Untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan Ibnu Qayyim al-
Jauziyyah tentang kewajiban isteri dalam rumah tangga. 
 
1.4. Penjelasan Istilah 
Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, perlu 
dijelaskan tiga istilah penting, yaitu istilah “kewajiban isteri”, “sebuah rumah 
tangga”, dan istilah “pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah”. 
1. Kewajiban Isteri 
Kata kewajiban berarti harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan 
atau ditinggalkan, sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, 
keharusan, tugas menurut hukum, atau segala sesuatu yang menjadi tugas manusia 
8 
 
(membina kemanusiaan) yang ditetapkan suatau hukum.
17
 Jadi, istilah kewajiban 
isteri dalam tulisan ini memberi makna segala sesuatu yang menjadi keharusan 
untuk dilakukan, atau tuntutan tugas yang harus dilaksanakan, karena hukum telah 
menetapkannya. 
2. Rumah tangga 
Istilah rumah tangga berarti hal-hal yang berkenaan dengan urusan 
kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah), rumah tanggga juga 
berkenaan dengan keluarga, yaitu semua perangkat yang terdapat dalam sebuah 
rumah tangga, terdiri dari isteri atau ibu dan suami atau bapak beserta anak-
anaknya, atau bisa berarti satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam 
masyarakat.
18
 Jadi, yang dimaksud dengan rumah  tangga di sini yaitu semua 
urusan dalam keluarga, khususnya berkenaan dengan pekerjaan-pekerjaan rumah 
tangga, seperti memasak, mencuci, menyapu, membuat kue, dan lain sebagainya. 
3. Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah 
Istilah “pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah” di sini diartikan sebagai 
pendapat, pandangan, atau pemahaman tentang suatu masalah hukum, khususnya 
pemahaman yang digali oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah terkait kewajiban isteri 
dalam rumah tangga. 
 
1.5. Kajian Pustaka 
Sub bahasan bertujuan untuk melihat sejauhmana penelitian sebelumnya 
telah dilakukan, sehingga terhindar dari plagiasi isi secara keseluruhan. Sejauh 
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amatan penulis, belum ada yang meneliti secara intens tentang kewajiban isteri 
dalam rumah tangga menurut pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Meskipun 
demikian, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan masalah penelitian 
ini. Di antaranya yaitu: 
Skripsi yang ditulis oleh Heri Suwandi, mahasiswa pada Program Studi 
Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry, tahun 2016 dengan judul: “Pemahaman Masyarakat terhadap Kewajiban 
dan Pengabdian Isteri dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Kecamatan Jaya 
Baru Kota Banda Aceh”. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus 
lapangan. Hasil penelitiannya yaitu masyarakat di Kecamatan Jaya Baru Kota 
Banda Aceh memandang kewajiban dan pengabdian/bakti seorang isteri memiliki 
makna yang sama. Masyarakat memandang bahwa pekerjaan-pekerjaan rumah 
menjadi kewajiban isteri yang mesti dilakukan sebagai ibu rumah tangga. 
Kewajiban isteri tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan seksual, tidak keluar 
rumah tanpa izin suami, serta kewajiban untuk menjaga harta dan dan kesucian 
diri. Namun, isteri juga wajib untuk melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, 
seperti mencuci, menyapu, memasak dan tugas rumah tangga lainnya.  
Menurut hukum Islam bahwa antara hak seorang isteri seimbang dengan 
kewajiban-kewajiban yang mesti ia lakukan. Isteri mempunyai beberapa 
kewajiban yang secara eksplisit tergambar dalam nāṣ. Tugas-tugas rumah tangga, 
seperti menyapu, mencuci dan lainnya, merupakan bagian dari pengabdian isteri 
sekaligus sebagai bentuk khidmat isteri terhadap suami, bukan bentuk 
kewajibannya sebagai isteri. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah 
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hendaknya para suami memahami bentuk-bentuk kewajiban isteri yang dapat 
dituntut suami atas pemenuhan haknya. Namun, seyogyanya suami tidak harus 
memaksa isteri untuk mengerjakan pekerjaan rumah, suami diharapkan dapat 
membantu tugas-tugas tersebut, sehingga hubungan suami isteri berjalan dengan 
harmonis. 
Kemudian dalam skripsi Zulkarnain, mahasiswa pada Program Studi 
Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry, pada tahun 2007, yang berjudul tentang “peran isteri dan tanggung jawab 
suami terhadap nafkah”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang peran isteri dalam 
mencari nafkah di luar rumah. Tujuannya untuk meringankan beban suami dan 
tolong menolong dalam membiayai keperluan rumah tangga. Sementara dalam 
penelitian yang peneliti kaji lebih memfokuskan pada pemahaman para isteri 
dalam memahami konsep hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.  
Kemudian terdapat juga dalam skripsi Akmalya Uqtuv, mahasiswa 
Fakultas Syariah dan Hukum, yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Isteri 
dalam Keluarga (Studi Pemikiran Shaikh Muhammad Ali al-Sabuni dalam Kitab 
az-Zawaj al-Islami al-Mubakkir Sa’adah wa Hasanah)”, yang ditulis pada tahun 
2010. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang aktivitas suami isteri dalam kaitannya 
dengan konsep hak dan kewajiban dalam Islam. Pada bab selanjutnya dijelaskan 
juga pandangan Muhammad Ali al-Sabuni tentang hak dan kewajiban suami isteri 
dalam rumah tangga yang termuat dalam kitab az-Zawaj al-Islami al-Mubakir 
Sa’adah wa Hasanah. 
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Kemudian dalam skripsi Dwi Suratno, mahasiswa Fakultas Syariah dan 
Hukum, yang berjudul tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak 
dan Kewajiban Suami Isteri pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kecamatan 
Petanahan, Kabupaten Kebumen tahun 2011-2012”, yang ditulis pada tahun 
2013. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang tinjauan umum terkait dengan hak dan 
kewajiban suami isteri, kemudian dijelaskan pula tentang problematika dan akibat 
keluarga yang bekerja sebagai TKI terhadap pemenuhan hak dan  kewajban suami 
isteri serta analisisnya menurut Hukum Islam. 
Kemudian dalam Skripsi Faishol Abdul Aziz, mahasiswa prodi Ahwal al-
Syakhshiyyah, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Pekanbaru, tahun 
2012 dengan judul: “Dampak Seorang Istri yang Bekerja pada Malam Hari 
terhadap Kehidupan Keluarga Perawat Ditinjau Menurut Hukum Islam”. 
Penelitian ini menggunakan studi lapangan (field research). Analisa data 
digunakan dengan analisa data kualitatif serta menggunakan metode penulisan 
deduktif, induktif dan deskriptif. 
Kesimpulannya yaitu masih ada perawat-perawat yang memiliki 
hubungan yang kurang baik dalam keluarga demi menggapai keluarga yang 
bahagia, hal ini dikarenakan beberapa kendala dari pekerjaan mereka selaku 
perawat diantaranya: a) Kurangnya perhatian dan pelayanan terhadap suami dan 
anak-anak mereka sewaktu mereka bekerja di luar rumah. b) Kekhawatiran suami 
terhadap istri yang bekerja atas ketidakpandaian istri dalam menjaga diri dengan 
orang lain ketika bekerja di luar rumah. 
12 
 
Kemudian dalam Skripsi Irma Erviana, mahasiswi Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Alauddin Makassar, tahun 2017 dengan judul: “Wanita Karir 
Perspektif Gender dalam Hukum Islam di Indonesia”. Jenis penelitian merupakan 
library reseach, metode penelitian yang digunakan adalah analisis dengan 
menggunakan pendekatan normative dan syar’i di mana pendekatan normatif itu 
sendiri diartikan sebagai hal-hal yang mengikuti aturan atau norma-norma tertentu 
dan syar’i merupakan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam. 
Kesimpulan skripsi ini adalah wanita karir merupakan wanita yang 
bekerja di luar rumah dengan berbagai profesi yang berbeda-beda. Wanita 
mempunyak hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi, salah satunya yaitu 
memajukan kehidupan mereka baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini dapat 
terpenuhi bilamana wanita berkarir. Sebab dengan berkarir dia mempunyai lebih 
banyak wawasan dan juga relasi. Saat ini kehadiran wanita diranah publik sudah 
mulai di terima. Walaupun masih banyak sekelompok tertentu yang masih 
menentang wanita untuk bekerja di luar rumah dengan dalil bahwa wanita sudah 
kodratnya untuk menjadi ibu dan istri, namun tidak ada satupun dalil dalam al-
Qur’an yang melarang wanita untuk bekerja dan mengaktualisasikan 
kemampuannya selama hal tersebut sejalan dengan syariat Islam. Selain itu wanita 
juga harus lebih percaya diri bahwa dia mampu dalam berkarir yang setaraf 
dengan laki-laki.Sedangkan dampak positif dari wanita berkarir lebih banyak dari 
dampak negatifnya. Semakin banyak wanita yang sukses dalam karir maka dapat 
menjadikan masyarakat dan negara Indonesia semakin maju. 
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Kemudian dalam Jurnal Ilmiah “Kependudukan dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia”, ditulis oleh Desak Putu Eka Nilakusmawati dan Made 
Susilawati, dengan judul: “Studi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Wanita 
Bekerja di Kota Denpasar”. Jurnal ini ditulis dengan menggunakan metode studi 
empiris, melakukan wawancara dengan berbagai kalangan wanita yang bekerja. 
Kemudian datanya dianalisa melalui metode kualitatif. 
Kesimpulannya yaitu berdasarkan uji asosiasi parsial, interaksi-interaksi 
yang berpengaruh signifikan adalah: tingkat pendidikan terakhir istri, jumlah 
penghasilan suami, dengan wanita bekerja/tidak bekerja; tingkat pendidikan 
terakhir istri, jumlah penghasilan suami, dengan jenis pekerjaan utama suami; 
tingkat pendidikan terakhir istri dengan jumlah penghasilan suami; dan jumlah 
pengeluaran total keluarga dengan jumlah penghasilan suami. Berdasarkan hasil 
analisis log-linier, dari kelima variabel bebas yang diduga mempengaruhi wanita 
bekerja, ternyata hanya dua variable yang  berpengaruh  signifikan, yaitu tingkat 
pendidikan terakhir istri dan jumlah total penghasilan suami. Variabel bebas 
lainnya tidak berpengaruh secara langsung karena adanya multikolinieritas di 
antara variable bebas, seperti tingkat pendidikan terakhir istri yang berinteraksi 
dengan penghasilan suami, begitu pula pengeluaran total keluarga berinteraksi 
dengan penghasilan suami. 
Kemudian Skrispi Shirhi Athmainnah, mahasiswi prodi al-Ahwal al-
Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, tahun 2012 dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap 
Istri Bekerja  di Luar Negeri dalam Pembentukan  Keluarga Sakinah: Studi Kasus 
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di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu”. Skripsi ini 
menggunakan metode pendekatan normatif, artinya pembahasan yang ada dalam 
penyusunan skripsi didasarkan pada teori-teori, konsep-konsep hukum Islam, 
untuk mengetahui konsep dan ketentuan hukum Islam mengenai keluarga sakinah. 
Kesimpulannya yaitu Kondisi kesakinahan pada keluarga yang istrinya 
bekerja di luar negeri di Desa Muntur, secara finansial dapat dikatakan cukup 
sejahtera. Pemenuhan sandang, pangan dan papan tengah diupayakan oleh 
beberapa keluarga tersebut. Sedangkan secara spiritual, keluarga di Desa Muntur 
yang istrinya bekerja di luar negeri, jauh dari pengamalan ajaran agama Islam. 
Fakta tersebut terlihat pada responden yang mengaku melakukan transaksi haram 
dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya, serta ketakwaan kepada Allah yang 
masih sangat minim (shalat dan puasa). Dikatakan jauh dari sakinah karena tidak 
terkendalinya syahwat dan kurangnya ibadah kepada Allah akan menyebabkan 
keretakan rumah tangga. Hukum Islam tidak melarang istrinya bekerja di luar 
rumah (luar negeri). Selama istrinya bekerja dengan sukarela, maka dianggap 
sedekah istri kepada suami. 
Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Mifdal, 
mahasiswa pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2017 dengan judul: “Tinjauan Hukum 
Islam terhadap Pemberian Nafkah Maskanah (Tempat Tinggal) kepada Suami di 
Desa Lheue Barat, Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen”. Penelitian ini juga 
dilakukan dengan pendekatan kualitatif jenis studi lapangan. Hasil penelitiannya 
yaitu praktek pemberian nafkah maskanah kepada suami di masyarakat Desa 
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Lheue Barat Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen dilakukan berdasarkan 
kebiasaan masyarakat dari dahulu hingga sekarang. Pemberian tersebut dilakukan 
oleh orang tua perempuan terhadap laki-laki dengan dua cara, yaitu pihak 
keluarga perempuan dapat menyediakan rumah tersendiri, atau hanya meminta 
dan menganjurkan agar pihak laki-laki atau suami untuk tetap tinggal bersama 
keluarga perempuan dalam satu rumah, dan selanjutnya rumah tersebut bisa 
menjadi rumah laki-laki itu bersama dengan isterinya. Adapun dampak dari 
pemberian nafkah maskanah yaitu dapat membantu dan mengurangi beban 
tanggungan pihak suami, namun pemberian tersebut juga dapat memberatkan 
pihak keluarga perempuan.  
Terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktek tersebut, kewajiban 
nafkah maskanah pada dasarnya dibebankan kepada pihak suami. Jika nafkah 
tersebut diberikan oleh orang tua perempuan, tidak menyalahi nilai hukum Islam 
jika di dasari oleh motivasi saling membantu. Namun bertentangan dengan hukum 
Islam jika dijadikan suatu aturan adat. 
Kemudian dalam Skripsi yang ditulis oleh Maya Sari mahasiswi Hukum 
Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2015 dengan 
judul: “Mempekerjakan Anak Usia Sekolah Menurut Hukum Islam: Studi Kasus 
Di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa hak dan kewajiban dalam keluarga telah ditetapkan dalam Islam. Khusus 
pekerja anak yang ada di Kecamatan Peukan Baro dilatar belakangi oleh karena 
faktor kemiskinan orang tua dan kurangnya kesadaran orang tua dalam hal 
pentingnya pendidikan anak. Jika dikaitkan dengan hukum Islam, maka pekerja 
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anak tidak sesuai dengan konsep hukum Islam, karena kebutuhan akan hak anak 
harus dipenuhi, apalagi anak tersebut masih dalam usia sekolah. Selain itu anak 
tidak seharusnya bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga karena nafkah anak 
yang masih sekolah merupakan tanggung jawab orang tua dan keluarganya. Oleh 
karena itu, penulis menyarankan agar orang tua memberi perhatian yang lebih 
terhadap pendidikan anak sehingga hak anak dapat terpenuhi, walaupun dalam 
status keluarga kurang mampu. 
Kemudian dalam Skripsi Shirhi Athmainnah, mahasiswi prodo al-Ahwal 
al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, tahun 2012 dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap 
Istri Bekerja  di Luar Negeri dalam Pembentukan  Keluarga Sakinah: Studi Kasus 
di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu”. Skripsi ini 
menggunakan metode pendekatan normatif, artinya pembahasan yang ada dalam 
penyusunan skripsi didasarkan pada teori-teori, konsep-konsep hukum Islam, 
untuk mengetahui konsep dan ketentuan hukum Islam mengenai keluarga sakinah. 
Kesimpulannya yaitu Kondisi kesakinahan pada keluarga yang istrinya 
bekerja di luar negeri di Desa Muntur, secara finansial dapat dikatakan cukup 
sejahtera. Pemenuhan sandang, pangan dan papan tengah diupayakan oleh 
beberapa keluarga tersebut. Sedangkan secara spiritual, keluarga di Desa Muntur 
yang istrinya bekerja di luar negeri, jauh dari pengamalan ajaran agama Islam. 
Fakta tersebut terlihat pada responden yang mengaku melakukan transaksi haram 
dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya, serta ketakwaan kepada Allah yang 
masih sangat minim (shalat dan puasa). Dikatakan jauh dari sakinah karena tidak 
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terkendalinya syahwat dan kurangnya ibadah kepada Allah akan menyebabkan 
keretakan rumah tangga. Hukum Islam tidak melarang istrinya bekerja di luar 
rumah (luar negeri). Selama istrinya bekerja dengan sukarela, maka dianggap 
sedekah istri kepada suami. 
Berdasarkan Beberapa penelitian di atas, jelas terdapat perbedaan subtantif 
dengan penelitian ini. Penelitian pertama menela’ah kewajiban dan pengabdian 
isteri dalam ranah pemahaman masyarakat. Sedangkan penelitian kedua berkaitan 
dengan kewajiban nafkah tempat tinggal dari suami. Pada penelitian ini, secara 
substansi diarahkan pada pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang kewajiban 
isteri dalam rumah tangga. 
 
1.6. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah hal terpenting dalam sebuah penelitian. Metode 
penelitian bertujuan untuk menetapkan alur penelitian sehingga mendapatkan data 
yang valid terkait tema pembahasan. Dalam tulisan ini, metode yang digunakan 
yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif dimaksudkan dalam tulisan ini yaitu 
mengungkap secara menyeluruh tentang pendapat para pakar, khususnya Ibnu 
Qayyim al-Jauziyyah.  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan 
(library research), yaitu satu penelitian yang data utamanya diambil dari bahan 
pustaka, yang terdiri dari berbagai sumber, meliputi buku atau kitab fikih, skripsi, 
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artikel dan peraturan perundang-undangan serta rujukan lain yang dianggap 
berkaitan dengan objek penelitian.  
2. Teknik Pengumpulan Data 
Data-data penelitian secara keseluruhan diambil dari sumber dan bahan 
hukum kepustakan. Dalam hal ini penulis menggunakan tiga bahan hukum, yaitu: 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum pokok, yang bersinggungan langsung 
dengan subjek penelitian, yaitu pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. 
Misalnya, dalam buku Zādul Ma’ād, I’lām al-Muwāqi’īn, dan buku-buku 
karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah lainnya. 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap 
bahan hukum primer, seperti buku karangan Ibnu Rusyd, dengan judul: 
“Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid”. Buku karangan Wahbah 
Zuhaili, dengan judul: “Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh”. Buku karangan 
Sayyid Sabiq, dengan judul: “Fiqh al-Sunnah”. Buku karangan Amir 
Syarifuddin, dengan judul: “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”. Buku 
karangan Ahmad Rafiq, dengan judul: “Hukum Islam di Indonesia”. Buku 
karangan Ali Hasan, dengan judul: “Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam 
Islam”, serta tulisan-tulisan lain yang relevan dengan kajian penelitian. 
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan 
penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-
kamus, jurnal-jurnal, artikel serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat 
memahami hasil dari penelitian ini. 
3. Analisa Data 
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Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan analisa. Analisa 
penelitian ini dilakukan dengan cara analisis pendapat fiqh. Artinya, penulis akan 
memaparkan tentang kewajiban dalam rumah tangga, khususnya kewajiban isteri 
terhadap suami, sekaligus memaparkan pandangan fiqh Ibnu Qayyim al-
Jauziyyah. Pendapat tersebut akan dianalisa berdasarkan ketentuan umum hukum 
Islam. 
 
1.7. Sistematika Pembahasan 
Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat 
bab, dengan uraian sebagai berikut: 
Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh)  sub-
bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan 
istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian serta sub-bab terakhir berisi 
sistematika pembahasan. 
Bab dua menerangkan tentang tinjauan hukum kewajiban suami isteri 
dalam rumah tangga. Bab ini disusun atas tiga sub bahasab, yaitu pengertian 
kewajiban, kedudukan dan kewajiban isteri  menurut hukum keluarga, dan 
pandangan ulama tentang kewajiban isteri dalam rumah tangga. 
Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, di 
dalamnya berisi penjelasan tentang analisis terhadap pandangan Ibnu Qayyim al-
Jauziyah mengenai kewajiban isteri dalam sebuah rumah tangga. Bab ini disusun 
atas empat sub bahasan, yaitu profil Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, kewajiban isteri 
dalam rumah tangga dalam pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, landasan 
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hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam menetapkan kewajibkan isteri dalam 
rumah tangga, dan analisis penulis. 
Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan atas 
pertanyaan penelitian, serta beberapa saran yang dianggap penting dengan 
harapan perbaikan dan kesempurnaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
BAB DUA 
TINJAUAN HUKUM KEWAJIBAN SUAMI ISTERI  
DALAM RUMAH TANGGA 
 
 
 
2.1. Pengertian Kewajiban 
Secara bahasa, kata “kewajiban” berasal dari kata “wajib”, artinya sesuatu 
yang harus dilakukan dan tidak boleh tidak dilaksanakan dan ditinggalkan. Kata 
wajib juga berarti harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan, sudah 
semestinya, atau harus. Sementara itu, kata “kewajiban”, telah mengalami 
pengimbuhan (afiksasi) berupa prefik ke-, dan sufik -an, artinya lebih kepada 
sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan berupa pekerjaan, 
tugas, baik berkenaan dengan hukum, moral, norma, maupun kehidupan sosial.
1
 
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kewajiban merupakan sesuatu yang 
harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik, khususnya mengenai suatu 
pekerjaan. Terkait dengan hubungan perkawinan, kewajiban tersebut memiliki 
keterikatan dengan hak-hak masing-masing pasangan. 
Kata wajib pada dasarnya kata serapan dari bahasa Arab, wajaba, berarti 
tetap, mengikat, pasti,dan keharusan untuk berbuat sesuatu.
2
 Dalam kaitannya 
dengan suatu perbuatan, maka kata wajib berarti perbuatan yang dituntut untuk 
dikerjakan.
3
 Menurut Amir Syarifuddin, kewajiban yaitu sesuatu yang mesti 
dilaksanakan atau dikerjakan. Dalam sebuah rumah tangga, kewajiban ini bersifat 
                                                 
1
Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 
2012), hlm. 603. 
2
Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT Wadzurya, 1989), hlm. 260. 
3
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, cet. 3, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 
2002), hlm. 486. 
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timbal balik, khususnya antara suami dengan isteri. Pemenuhan kewajiban suami 
atas isteri lantaran hak-hak yang dimiliki suami, begitu juga halnya hak isteri, 
maka menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya.
4
  
Kewajiban di sini lebih kepada kewajiban dalam rumah tangga. Pengertian 
tersebut diartikan dalam makna yang lebih sempit, karena secara luas rumah 
tangga bisa dalam bentuk kewajiban orang tua terhadap anak. Misalnya, dalam 
Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
disebutkan beberapa kewajiban orang tua terhadap anak, di antaranya mengasuh, 
memelihara, mendidik, dan melindungi anak, wajib pula menumbuh kembangkan 
anak, dan wajib mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 
Istilah kewajiban dalam rumah tangga bisa juga dalam bentuk kewajiban 
timbal balik antara suami isteri, lebih fokus lagi yaitu kewajiban isteri terhadap 
suami dalam rumah tangga. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dinyatakan 
bahwa dalam kaitannya dengan hubungan perkawinan, kewajiban isteri 
merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dan dikerjakan untuk kepentingan 
suaminya. 
 
2.2. Kedudukan dan Kewajiban Isteri  Menurut Hukum Keluarga 
 
2.2.1. Menurut Hukum Islam 
Secara umum, perempuan dalam Islam memiliki kedudukan yang sama 
dengan laki-laki. Perempuan mempunyai hak-hak yang mesti dilindungi dan 
dipenuhi, begitu juga sebaliknya. Islam tidak memandang laki-laki sebagai 
                                                 
4
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara  Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang  Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 159. 
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makhluk yang superior, dan perempuan sebagai pihak yang inferior, 
terdiskriminasi, dipandang sebagai kalangan bawah, dan lain sebagainya. Dalam 
hal ini, kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama. 
Meski demikian, dalam urusan-usrusan tertentu, wanita memang dibatasi 
hak-haknya. Namun, tetap tidak membuat perempuan menjadi terpinggirkan dan 
terdiskriminasi dari laki-laki baik posisinya belum menikah maupun setelah 
menikah menjadi isteri. Menurut Wahbah Zuhaili, Islam memang membatasi 
kebebasan hak perempuan ketimbang hak laki-laki, baik hak-haknya dalam urusan 
umum seperti politik, kepemimpinan, saksi, maupun hak khusus dalam sebuah 
keluarga seperti penjatuhan talak, maupun hak untuk menerima warisan. 
Perempuan memiliki hak-hak yang cocok dengan dirinya sesuai dengan 
penciptaan, tabiat, dan sesuai dengan kemampuannya memikul tanggung jawab.
5
 
Khusus dalam sebuah rumah tangga, hak wanita dibatasi hanya sebagai 
pemegang amanah untuk mengatur keluarga, mendidik anak, dan hak spesifik 
lainnya. Hal ini lantaran yang memegang kendali rumah tangga adalah suami, 
bukan isteri. Dalilnya merujuk pada ketentuan surat an-Nisā’ ayat 34: 
                            
                           
                                                 
5
Wahbah Zuhaili, Haqq al-Hurriyah fi al-Alam, ed. In, Kebebasan dalam Islam, (terj: 
Amiruddin), cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 279; mengenai bagian warisan perempuan 
lebih kecil dengan laki-laki juga dimuat dalam kitabnya yang lain, lihat dalam Wahbah Zuhaili, al-
Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 
2011), hlm. 239. Lihat juga dalam Muhammad Ali al-Sabuni, al-Mawārīṡ fī asy-Syarī’ah al-
Islāmiyyah, ed. In, Hukum Kewarisan Menurut al-Quran dan Sunnah, (terj: Hamda Rasyid), 
(Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2005), hlm. 21. 
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               
                     
Artinya: “ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 
sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah 
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, 
oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang 
kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan 
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 
kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari 
jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi 
Maha besar”. (QS. An-Nisa’: 34). 
 
Imam al-Suyuthi menuturkan bahwa asbāb al-nuzūl ayat di atas ada dua 
riwayat. Pertama yaitu riwayat dari Ibnu Abi Hatim bahwa Hasan al-Basri 
berkata: “Seorang wanita mendatangi Nabi SAW, dan mengadukan kepada Beliau 
bahwa suaminya telah memukulnya (menampar). Kemudian Rasulullah bersabda: 
Balaslah sebagai kisasnya. Kemudian turunlah ayat tersebut, yaitu: laki-laki 
(suami) itu pemimpin (pelindung) bagi perempuan (isteri)”. Adapun riwayat 
kedua yaitu dari Ibnu Mardawih bahwa Ali berkata: “Seorang laki-laki dari 
Anshar mendatangi Nabi SAW, dengan isterinya dan isterinya berkata: Wahai 
Rasulullah, suami saya ini telah memukul wajah saya hingga membekas. 
Rasulullah bersabda: seharusnya dia tidak perlu melakukannya. Kemudian 
turunlah firman Allah: laki-laki (suami) itu pemimpin (pelindung) bagi 
perempuan (isteri)”.6 
                                                 
6
Jalaluddin al-Suyuthi, al-Asbāb al-Nuzūl, ed. In, Sebab Turunnya Ayat al-Quran, (terj: 
Tim Abdul Hayyie), cet. 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 282. 
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Ayat di atas konteknya adalah dalam keluarga. Suami ditempatkan sebagai 
pemimpin, pengayom, dan melindungi keluarganya, sedangkan isteri sebagai 
pihak yang dilindungi. Hal ini disebabkan karena suami memiliki tanggung jawab 
dibandingkan dengan isteri.
7
 Terkait kedudukan isteri dalam rumah tangga, juga 
merujuk pada ketentuan surat al-Baqarah ayat 228: 
                          
                             
                            
      
Artinya: “ Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga 
kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan 
Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari 
akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti 
itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita 
mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara 
yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan 
kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 228). 
 
Inti ayat di atas bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang 
seimbang dengan kewajiban-kewajibannya. Pembedaan antara laki-laki dengan 
perempuan dalam Islam, bukan bermaksud menginjak nilai kemanusiaan dan 
kemuliaan perempuan.
8
 Dengan demikian, seorang isteri dalam rumah tangga, 
menempati kedudukan yang istimewa, ia mempunyai hak yang seimbang dengan 
suami, kemudian isteri menjadi pihak yang dilindungi oleh suami. Sehingga, 
                                                 
7
Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, ed. In, Fiqih Sunah, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 4, jilid 2, 
(Jakarta: al-I’tishom, 2013), hlm. 513. 
8
Wahbah Zuhaili, Haqq al-Hurriyah..., hlm. 279. 
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dalam Islam, kedudukan isteri dalam rumah tangga tidaklah menjadi orang yang 
ditindas, melainkan pihak yang mesti dilindungi oleh suami. Dalam istilah lain, 
isteri memiliki posisi sebagai ibu rumah tangga yang mengatur rumah tangga, 
mendidik anak, sedangkan suami mempunyai kedudukan sebagai pemimpin, 
pengayom dan pembimbing dalam sebuah rumah tangga. 
Terkait dengan kewajiban isteri dalam Islam, telah ditetapkan beberapa 
kewajiban syara’ baginya. Kewajiban isteri di sini berkaitan dengan pemenuhan 
hak-hak suaminya. Dalam Islam, seorang suami memiliki hak-hak yang 
merupakan kewajiban bagi isterinya. Misalnya, kewajiban isteri untuk memenuhi 
hubungan jima’, kewajiban untuk taat kepada suami. Dasar kewajiban ini terkait 
dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami 
berdasarkan Firman dalam Alquran surat an-Nisā’ ayat 34 sebagaimana telah 
dikemukakan di atas.
9
 
Kewajiban untuk taat kepada suami bisa dikembangkan lagi bahwa isteri 
wajib untuk tidak keluar rumah ketika suaminya melarang keluar rumah. 
Larangan tersebut tentu dibatasi dalam hal-hal yang diperkenankan oleh agama. 
Misalnya, wajib bagi isteri untuk tidak keluar rumah ketika suami melarang 
dengan alasan menjaga kehormatan isteri dan suaminya. Selain itu, isteri juga 
wajib untuk menjaga harta suami. Semua kewajiban isteri untuk taat, tidak keluar 
rumah, dan menjaga harta suami menjadi ketetapan syara’ kepada isteri.10 
                                                 
9
Wahbah Zuhaili, Fiqhū al-Islām wa Adillatūhū: Pernikahan, Talak, Khulu’, Ila’, Li’an, 
Zihar dan Masa Iddah,  (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 
2011), hlm. 203. 
10
Abdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajīz fī Aḥkām al-Usrah al-Islāmiyyah, ed. In, 
Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Jakarta: Era 
Intermedia, 2005), hlm. 294-295. 
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Berangkat dari paparan di atas, dapat dinyatakan bahwa isteri mempunyai 
kedudukan yang sama dengan suami dalam sebuah rumah tangga, dalam arti ia 
mempunyai hak yang sama, meski hak dan kewajiban dalam rumah tangga 
dilebihkan sedikit kepada suami. Hal ini lantaran suaminya yang mengayomi dan 
bertanggung jawab sepenuhnya dalam rumah tangga. Mengenai kewajiban isteri, 
Islam menetapkan wajib untuk taat, memenuhi kewajiban jima’, dan kewajiban 
untuk menjalankan perintah dan larangan suami yang tidak bertentangan dengan 
hukum Islam. 
Terkait dengan perihal tugas-tugas, dan pekerjaan rumah tangga (urusan 
rumah tangga), para ulama masih berbeda pendapat di dalamnya. Jumhur fuqaha 
yaitu dari kalangan Hanafiyah, Malikiah, Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat 
bahwa suami tidak boleh menuntut secara hukum untuk melakukan pekerjaan 
rumah, seperti memasak, mencuci baju dan sebagainya. Sebagian yang lain justru 
memandang pekerjaan dan tugas-tugas rumah tangga menjadi kewajiban isteri 
yang harus dilaksanakan. Lebih lanjut, persoalan ini akan di bahas dalam sub 
bahasan tersendiri di bawah. 
 
2.2.2. Menurut Undang-Undang Perkawinan 
Hukum positif yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu semua peraturan 
yang ada di Indonesia menyangkut regulasi hukum dalam sebauh rumah tangga 
yang mengatur kedudukan dan kewajiban isteri dalam rumah tangga. Secara 
khusus, peraturan yang dimaksud mengacu pada ketentuan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis Undang-Undang 
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Perkwainan) dan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang 
Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis dan disingkat KHI). 
Mengenai kedudukan isteri dalam rumah tangga, Undang-Undang 
Perkawinan dan KHI tampak sama, yaitu sama-sama menetapkan isteri sebagai 
ibu rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang 
Perkawinan sebagai berikut: 
“ (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 
suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 
masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan 
hukum.  (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga”. 
Demikian juga dalam Pasal 79 KHI, isteri sebagai ibu rumah tangga: 
“ ayat (1) suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga: ayat (2) 
hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami 
dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 
masyarakat: ayat (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan 
perbuatan hukum”.  
Berdasarkan dua ketentuan di atas, jelas bahwa isteri diposisikan sebagai 
ibu rumah tangga, yang mengatur rumah tangga secara baik. Adapun kewajiban 
istri, Undang-Undang Perkawinan tampak lebih fleksibel, dalam arti suami dan 
isteri sama-sama mempunyai kewajiban yang sama dalam mengurus rumah 
tangga. Keduanya mempunyai keseimbangan kewajiban. Hal ini dapat dilihat 
dalam pasal-pasal berikut ini:  
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“ Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 
tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”. (Pasal 30). 
“ Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, 
setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”. (Pasal 
33). 
“ ayat (1) suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya: ayat (2)
 isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya: ayat (3) jika 
suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 
mengajukan gugatan kepada Pengadilan”. (Pasal 34). 
Berdasarkan tiga pasal di atas, Undang-Undang Perkawinan menempatkan 
kedua pasangan suami isteri sebagai orang yang mempunyai kewajiban yang 
sama, bersifat mutual dan saling melengkapi. Pada Pasal 43 ayat (1) dan (2) di 
atas, lebih rinci lagi disebutkan, di mana suami wajib dalam hal memenuhi 
kebutuhan keluarga, sedangkan isteri wajib dalam hal mengatur urusan rumah 
tangga. 
Demikian juga dalam KHI, disebutkan kewajiban suami isteri lebih rinci 
lagi. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa bunyi pasal-pasal KHI di bawah ini: 
“ ayat (1) suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi 
dasar dan susunan masyarakat; ayat (2) suami isteri wajib saling cinta 
mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin 
yang satui kepada yang lain; ayat (3) suami isteri memikul kewajiban 
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untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai 
pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan 
agamanya; ayat (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya; ayat (5)
 jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”. (Pasal 77). 
“ ayat (1) suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, 
akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting 
diputuskan oleh sumai isteri bersama; ayat (2) suami wajib melidungi 
isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga 
sesuai dengan kemampuannya; ayat (3) suami wajib memberikan 
pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar 
pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa; 
ayat (4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung: a. nafkah, 
kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya 
perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendididkan 
bagi anak;  ayat (5) kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut 
pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin 
sempurna dari isterinya”. (Pasal 80). 
“  ayat (1) kewajiban utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan 
batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam; ayat (2) 
isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari 
dengan sebaik-baiknya”. (Pasal 83). 
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“ ayat (1) isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan 
kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) 
kecuali dengan alasan yang sah; ayat (2) selama isteri dalam nusyuz, 
kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a 
dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya; ayat (3) 
kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah 
isteri nusyuz; ayat (4) ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari 
isteri harus didasarkan atas bukti yang sah”. (Pasal 84). 
Ketentuan Pasal 77 KHI di atas lebih ditekankan kepada kewajiban suami 
isteri secara bersama. Pasal 80 dan Pasal 82 secara khusus mengatur kewajiban 
suami. Sementara itu, Pasal 83 dan Pasal 84 khusus mengatur kewajiban isteri. 
Intinya, semua aturan yang ada baik dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI 
menempatkan suami isteri dalam kedudukan yang sama, yaitu mempunyai hak 
yang seimbang dengan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan. Pengkhususan 
kewajiban suami isteri hanya bersifat praktis, misalnya dalam bidang nafkah 
dibebankan kepada suami, sedangkan mengatur rumah tangga menjadi kewajiban 
isteri. 
Mengenai kewajiban isteri dalam rumah tangga, Undang-Undang 
Perkawinan dan KHI memang tidak menyebutkan secara tegas dan rinci, 
khususnya dalam mengurus keperluan rumah tangga. Misalnya, dalam Pasal 34 
ayat (2) Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan frasa: “isteri wajib 
mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya”. Demikian juga dalam Pasal 83 
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KHI, hanya menyebutkan frasa: “isteri menyelenggarakan dan mengatur 
keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.  
Untuk itu, menurut penulis pasal-pasal ini harus dirinci kembali sehingga 
tugas dan urusan apa saja dalam rumah tangga menjadi kewajiban isteri. Sepintas, 
makna tersirat dalam frasa Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 83 
KHI di atas menunjukkan semua tugas yang ada dalam rumah tangga menjadi 
kewajiban isteri, seperti menyiapkan rumah dengan membersihkan, mengepel, 
mencuci piring, memasak nasi, dan tugas rumah tangga lainnya. Dengan 
demikian, kewajiban isteri yang dimaksud dalam hukum positif bersifat umum, 
yaitu kewajiban untuk mengatur, mengurus semua keperluan rumah tangga. 
 
2.3. Pandangan Ulama tentang Kewajiban Isteri dalam Rumah Tangga 
Dalam Islam, hak dan kewajiban itu bersifat seimbang. Hak yang dimiliki 
oleh seorang isteri adalah seimbang dengan kewajiban isteri terhadap suaminya 
dalam rumah tangga begitu juga sebaliknya. Dasar dari pembagian hak dan 
kewajiban suami maupun istri ini adalah adat (‘urf) dan nature (fitrah), dan 
asasnya adalah setiap hak melahirkan kewajiban.
11
 Dengan demikian, kewajiban 
isteri, berkaitan erat dengan hak-hak yang ia peroleh dari suaminya. 
Sub bahasan ini difokuskan pada tugas-tugas rumah tangga, seperti 
memasak, menyapu, menanak nasi dan lainnya yang berhubungan dengan tugas 
rumah tangga secara umum. Dalam hal ini, penting penulis kemukakan bahwa 
dalam Alquran maupun hadis Rasulullah, tidak ditemukan secara rinci dan tegas 
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Wahbah Zuhaili, Fiqhū al-Islām wa Adillatuhu, ed. In, Fikih Islam: Pernikahan, Talak, 
Khulu’, Ila’, Li’an, Zihar dan Masa Iddah,  (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: 
Gema Insani, 2011), hlm. 203. 
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menyatakan tugas-tugas tersebut sebagai kewajiban isteri ataupun kewajiban 
suami. Dua dalil tersebut hanya menyebutkan kewajiban suami isteri yang bersifat 
umum. Misalnya, suami wajib berlaku baik (ma’ruf), demikian juga isteri. 
Berlaku baik di sini tidak dapat diukur apakah sampai pada tataran mengerjakan 
keperluan dan tugas rumah tangga oleh masing-masing pihak. Untuk itu, ulama 
berbeda pendapat dalam masalah ini. 
Pandangan ulama dalam masalah ini dapat diklasifikasikan menjadi dua 
pendapat, yaitu: Pertama, pendapat yang menyatakan bukan kewajiban isteri. 
Kedua, pendapat yang menyatakan isteri wajib mengerjakan pekerjaan rumah 
tangga. Kedua pendapat tersebut akan diurai di bawah. 
 
1. Ulama yang Menyatakan Bukan Kewajiban Isteri 
Pendapat pertama menyatakan bahwa semua tugas rumah tangga, seperti 
menyuci, menyiapkan makanan, dan lainnya bukanlah kewajiban isteri, dan isteri 
tidak wajib berkhidmat dalam masalah tersebut. Pendapat ini dipegang oleh lima 
ulama mazhab. seperti disebutkan oleh Ahmad Sarwat empat mazhab besar plus 
satu mazhab lagi yaitu mazhab Dzahiri.
12
 Semua sepakat mengatakan bahwa para 
istri pada hakikatnya tidak punya kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya. 
Menurut mazhab Hanafi, menyebutkan bahwa seandainya suami pulang 
bawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan 
untuk memasak dan mengolahnya, maka istri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya 
diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap santap. Disebutkan 
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Pendapat ulama mazhab tersebut dikupas dalam catatan kecil dalam bidang fikih nikah, 
ditulis oleh Ahmad Sarwat, Fiqh Nikah..., hlm. 82-88. 
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juga bahwa seandainya seorang istri berkata: “Saya tidak mau masak dan 
membuat roti”, maka istri itu tidak boleh dipaksa untuk melakukannya. Suami 
harus memberinya makanan siap santap, atau menyediakan pembantu untuk 
memasak makanan.  
Pelayanan pada isteri dalam urusan rumah tangga menurut mazhab Hanafi 
hanya sebagai anjuran semata, bukan ketentuan hukum atau qadha’an, artinya 
kalau tidak dilaksanakan dikenakan sanksi. Pelayanan tersebut hanya sebagai 
anjuran atau diyānatan.13 
Menurut mazhab Maliki, menyatakan bahwa wajib atas suami berkhidmat 
(melayani) istrinya. Meski suami memiliki keluasan rizki sementara istrinya 
punya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban istri bukan 
berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat. Maka wajib atas suami 
untuk menyediakan pembantu buat istrinya. Menurut mazhab Syafi’i, tidak wajib 
atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat 
lainnya, karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk 
memberi pelayanan seksual (istimta’), sedangkan pelayanan lainnya tidak 
termasuk kewajiban. Sementara itu, menurut mazhab Hanbali, seorang istri tidak 
diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan 
makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu 
rumah, menimba air di sumur. Alasannya bahwa akad nikah hanya kewajiban 
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Yusuf al-Qardhawi, Hadyu al-Islām Fatāwā Mu’āṣirah, ed. In, Fatwa-Fatwa 
Kontemporer, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 746. 
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pelayanan seksual. Maka pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh 
isteri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanamannya.
14
 
Selain empat mazhab di atas, ulama mazhab Zahiri juga berpandangan 
yang sama. Dalam mazhab Zahiri, juga ditegaskan bahwa tidak ada kewajiban 
bagi isteri untuk mengadoni, membuat roti, memasak dan khidmat lain yang 
sejenisnya, walau pun suaminya anak khalifah. Suaminya itu tetap wajib 
menyediakan orang yang bisa menyiapkan bagi istrinya makanan dan minuman 
yang siap santap, baik untuk makan pagi maupun makan malam. Serta wajib 
menyediakan pelayan (pembantu) yang bekerja menyapu dan menyiapkan tempat 
tidur.
15
 
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka isteri tidak wajib 
mengerjakan pekerjaan rumah tangga, baik menyapu, menanak nasi, dan tugas 
rumah tangga lainnya. Alasannya karena akad nikah bukanlah akad yang 
menimbulkan kewajiban secara menyeluruh, tetapi hanya sebatas penghalalan 
hubungan kelamin.  
Akad nikah menurut empat mazhab bukanlah akad yang menimbulkan 
kewajiban bagi isteri untuk berkhidmat dan melayani suami, akad nikah hanya 
semata-mata untuk menghalalkan senggama. Hal ini dapat dilihat dari beberapa 
definisi akad nikah tersebut. Menurut mazhab Hanafi, akad nikah adalah akad 
yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang 
secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna 
mendapatkan kenikmatan biologis. Mazhab Maliki menyebutkan akad nikah 
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Ahmad Sarwat, Fiqh Nikah..., hlm. 82-88. 
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36 
 
sebagai sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan 
dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Mazhab 
Syafi’i menyatakan nikah sebagai akad yang menjamin kepemilikan (untuk) 
bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) inkah atau tazwij, atau turunan 
(makna) dari keduanya. Sementara mazhab Hanbali menyatakan akad nikah 
adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan kata inkah atau tazwij guna 
mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).
16
 Dengan demikian, menurut imam 
mazhab akad nikah hanya menimbulkan kehalalan hubungan seksual semata, 
tidak sampai mengikat isteri untuk melaksanakan kewajiban untuk berkhidmat 
dalam urusan tugas rumah tangga. 
Selain alasan di atas, ulama mazhab juga mendasarinya pada ketentuan 
surat al-Nisā’ ayat 34: 
                            
                      ...   
Artinya: “ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 
sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang shaleh, ialah 
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, 
oleh karena Allah telah memelihara (mereka)....”. (QS. Al-Nisā’: 34). 
 
Ayat tersebut secara umum menyatakan bahwa laki-laki (suami) sebagai 
pemimpin bagi perempuan, dan laki-laki menafkahkan harta kepada perempuan. 
Ayat ini menurut para ulama mazhab menetapkan kewajiban memasak dan 
                                                 
16
Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2005), hlm. 45. 
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mencuci baju bukan istri, tapi suami. Karena semua itu bagian dari nafkah yang 
wajib diberikan suami kepada istri.
17
 
 
2. Ulama yang Menyatakan Kewajiban Isteri 
Pendapat yang berbeda dengan pendapat sebelumnya menyatakan bahwa 
isteri wajib mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ulama-ulama yang condong 
dalam pendapat ini misalnya Yusuf al-Qardhawi, Muhammad Ali al-Sabuni, 
Abdul Majid Mahmud Mathlub, termasuk ulama terdahulu yaitu Ibnu Qayyim al-
Jauziyyah yang pendapatnya akan dipaparkan pada bab tiga selanjutnya. 
Yusuf al-Qardhawi agak kurang setuju dengan pendapat jumhur ulama di 
atas. Beliau cenderung tetap mengatakan bahwa wanita wajib berkihdmat di luar 
urusan seks kepada suaminya. Dalam pandangan beliau, wanita wajib memasak, 
menyapu, mengepel dan membersihkan rumah. Karena semua itu adalah timbal 
balik dari nafkah yang diberikan suami kepada mereka. Dalam kitabnya: “Hadyu 
al-Islām Fatāwā Mu’āṣirah”, Yusuf al-Qardhawi menyatakan: 
“ Namun, mazhab atau pendapat yang kita anggap lebih sesuai adalah 
pendapat yang menyatakan bahwa isteri diwajibkan melaksanakan 
pekerjaan di rumah hanyalah sebagai wujud tata krama (akhlak) dan untuk 
menjalin hubungan baik dengan suami, sebagaimana diperintahkan oleh 
Allah. Juga sebagai wujud keadilan dengan adanya pembagian tugas antara 
isteri dan suami”. “Maka, sangatlah adil, kalau suami bekerja, memeras 
keringat untuk menanggung kehidupan keluarganya. Sedangkan isteri 
bekerja di rumah melayani kepentingan keluarga”.18 
 
 
 
 
                                                 
17
Ahmad Sarwat, Fiqh Nikah..., hlm. 82-88. 
18
Yusuf al-Qardhawi, Hadyu al-Islām..., hlm. 747. 
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Yususf al-Qardhawi mendasarinya pada ketentuan surat al-Baqarah ayat 
228: 
...                          
Artinya: “ ..Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, 
mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 228). 
 
Demikian juga menurut Muhammad Ali al-Sabuni. Menurut beliau 
petunjuk tentang kewajiban isteri dalam mengurus pekerjaan dan tugas rumah 
tangga mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dalam al-Quran maupun 
hadis.
19
 Dalam kitabnya: “Hadiyyah al-‘Afrāh li al-‘Arūsain al-Zawāj al-Islāmī 
al-Mubakkir: Sa’ādah wa al-Ḥasānah”, disebutkan: 
“ Kaum laki-laki telah bekerja di luar rumah untuk mempersembahkan 
kebahagiaan bagi isteri dan anak-anaknya. Dia bekerja memenuhi 
kebutuhan makan, minum, dan busana. Sedangkan wanita bekerja di 
dalam rumah. Dialah yang menyiapkan makanan, mencuci piring, 
mencuci baju dan mengatur rumah sehingga nyaman untuk ditempati”.20 
 
Menurut al-Sabuni, kewajiban mengurus rumah tangga beserta tugasnya 
merupakan bagian dari keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. 
Abdul Majid juga menyebutkan tugas rumah tangga menjadi kewajiban bagi 
isteri. ini merupakan bentuk pelayanan dan khidmat yang wajib dilaksanakan 
isteri kepada suaminya.
21
  
Kewajiban isteri untuk mengerjakan pekerjaan rumah mengacu pada 
Fatimah putri Rasulullah SAW yang bekerja tanpa pembantu. Di mana, 
                                                 
19
Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, Hadiyyah al-‘Afrāh li al-‘Arūsain al-Zawāj al-Islāmī al-
Mubakkir: Sa’ādah wa al-Ḥasānah, ed. In, Hadiah untuk Pengantin, (terj: Ikliyah Muzayyanah 
Djunaedi), cet. 6, (Jakarta: Mustaqim, 2004), hlm. 284-289. 
20
Muḥammad Ali al-Sabuni, Hadiyyah al-‘Afrāh..., hlm. 283. 
21
Abdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajīz fī Aḥkām..., hlm. 301. 
39 
 
Rasulullah menetapkan pekerjaan bagi Ali bin Abi Thalib di luar rumah, 
sedangkan Fatimah di dalam Rumah.
22
 Dengan demikian, suami isteri memang 
sama-sama mempunyai tugas dan harus dijalankan masing-masing. Isteri wajib 
mengurus dan mengerjakan tugas rumah tangga sebab realisasi dari keseimbangan 
hak yang diperolehnya. 
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak pada prinsipnya 
sesuatu yang dapat dituntut, karena erat kaitannya dangan pemenuhan kewajiban. 
Oleh karenanya, pengurusan rumah tangga seperti memasak, mencuci merupakan, 
masih diperdebatkan ulama, ada yang menyatakan kewajiban isteri, dan 
sebaliknya jumhur ulama justru menyatakan hal itu bukanlan kewajiban isteri. 
Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, hal terpenting adalah saling 
memahami, menjalankan tugas yang diwajibkan, serta saling membantu satu sama 
lain. 
 
                                                 
22
Ulama lainnya yang berpendapat demikian adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dari 
kalangan Mazhab Hanbali. Meskipun secara umum mazhab Hanbali cenderung pada pendapat 
pertama, namun Imam Ibnu Qayyim lebih memilih pendapat tentang kewajiban isteri untuk 
mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Terkait pemikiran Ibnu Qayyim, secara khusus akan di 
kaji pada bab tiga. 
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BAB TIGA 
 
ANALISIS TERHADAP PANDANGAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH 
TENTANG KEWAJIBAN ISTERI DALAM SEBUAH RUMAH TANGGA 
 
 
 
 
3.1. Profil Ibnu Qayyim al-Jauziyyah 
Nama lengkap Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah Abu Abdillah 
Syamsuddin, Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa’ad bin Huraiz bin 
Makiy Zainudin az-Zar’i ad-Dimasyqi al-Hambali. Ia lahir tepat pada tanggal 7 
Shafar tahun 691 H, atau pada tanggal 4 Februari 1292 M yaitu di Damaskus, 
Suriah.
1
Usia beliau 60 tahun,wafat pada malam Kamis, 13 Rajab 751 H, 
dimakamkan di Damaskus.
2
Beliau merupakan anak dari Abi Bakar bin Ayyub bin 
Sa’ad. Ayahnya seorang syaikh terpandang, wira’i, dan ahli ibadah, dikenal 
dengan sebutan “Qayyim Al-Jauziyah” (Kepala Madrasah Al-Jauziyah). Anak-
anak dan keturunannya pun dikenal dengan sebutan tersebut.
3
 
Ibnu Qayyim tumbuh di sebuah keluarga yang kental dengan keilmuan, 
keagamaan, wira’i, dan keshalihan.4Ibnu Qayyim menuntut ilmu kepada Abul 
Abbas Ahmad Abdurrahman Al-Maqdisi sejak usia dini. Ibnu Qayyim telah 
meriwayatkan dari gurunya tersebut beberapa kisah tafsir mimpi dalam Zadul 
                                                 
1
M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 
hlm. 291. 
2
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Ighāśatul Lahfān mim Maşāid al-Syaiṭān, ed. In, 
Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan, (terj: Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid), 
cet. 5, (Surakarta: al-Qowam, 2012), hlm. viii; M. Ali Hasan menyebutkan wafat Ibnu Qayyim 
pada tanggal 23 Rajab 751 H atau pada tanggal 26 September 1350 M, dimuat dalam M. Ali 
Hasan, Perbandingan Mazhab..., hlm. 291. 
3
Abdillah F. Hasan, Tokoh-Tokoh Mashur Dunia Islam (Surabaya: Jawara, 2004), hlm. 
290. 
4
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Ighāśatul Lahfān..., hlm. Viii. 
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Ma’ad.5 Ibnu Qayyim hidup di suatu masa di mana ilmu-ilmu keislaman telah 
disusun dan disebarluaskan di berbagai penjuru dunia. Damaskus pada masa itu 
termasuk salah satu kawasan yang dikenal kaya dengan ilmu pengetahuan. 
Damaskus merupakan kiblat dan persinggahan perjalanan para ulama. Ia menjadi 
impian semua penuntut ilmu dan orang-orang yang ingin memuaskan dahaga 
ilmu. Maka tidak mengherankan jika perjalanan menuntut ilmu Ibnu Qayyim 
tidak populer. Bagaimana mungkin ia pergi menuntut ilmu sedangkan kondisi 
Damaskus di bidang ilmu pengetahuan seperti itu. Terlebih, Syaikhul Islam, yaitu 
Syaikh Abul Abbas Ahmad bin Taimiyah rahimahullah justru datang ke kota 
tersebut. Manusia yang paling beruntung adalah yang didatangi rezekinya di 
depan pintu rumahnya. 
Ibnu Qayyim dalam berbagai biografi mengenainya, disebutkan bahwa ia 
bermazhab Hanbali, sebagaimana para guru dan muridnya. Namun yang ia 
lakukan adalah mengikuti pendapat yang didukung oleh dalil dan membuang 
fanatisme mazhab yang tercela. Ia membenci taqlid dan selalu mengingatkan dan 
menghimbau orang-orang yang ber-taqlid untuk mempelajari ilmu. Sikap Ibnu 
Qayyim dalam persoalan ini tidak seperti orang-orang yang berlebihan sehingga 
merendahkan kedudukan para ulama empat mazhab, seperti para penganut 
Mazhab Zhahiri ekstrim dan orang-orang yang satu pandangan dengan mereka, di 
mana mereka menyikapi bid’ah taqlid dan bid’ah merendahkan ulama salaf. 
Ringkasnya, manhaj Ibnu Qayyim adalah mencari dalil dengan tetap menghormati 
para imam mazhab. Beliau berkata dalam I’lamul Muwaqqi’in dalam pembahasan 
                                                 
5
Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal 
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 1992 ), hlm. 199. 
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Hiyal, “Yang kedua; Mengenali keutamaan, kedudukan, dan hak para ulama. 
Keutamaan ilmu dan nasihat mereka karena Allah dan Rasul-Nya tidaklah 
mengharuskan menerima apapun yang mereka katakan. Kesalahan fatwa mereka 
dalam persoalan yang mereka tidak tahu bagaimana sabda Rasul mengenainya, 
sehingga berpendapat sebatas ilmu mereka sedangkan pendapat yang benar 
bertentangan dengannya, maka hal ini tidak mengharuskan kita mencampakkan 
ucapan mereka begitu saja secara keseluruhan, terlebih lagi merendahkan dan 
mencela mereka. Kedua sikap ini berlebihan, menyimpang dari jalan yang lurus. 
Jalan yang lurus adalah kita tidak mengatakan mereka berdosa, tapi juga tidak 
mengatakan mereka ma’shum”.6 
Corak pemikiran Ibnu Qayyim lebih cenderung ahlul hadis. Karena, dalam 
menetapkan hukum beliau lebih melihat dan merujuk kepada dalil naqli. Berbeda 
dengan ulama yang bercorak ahlul ra’yi, yang lebih mementingkah rasio. Ibnu 
Qayyim bukanlah seorang ulama yang berfikiran ekstrim dalam menerima atau 
menolak pendapat maupun mazhab, beliau adalah pemikir moderat yang 
mengakui kebesaran imam-imam mazhab, namun selalu berusaha mencari 
kebenaran dari dalil-dalil yang mereka pakai.
7
 
Ibnu Qayyim membedakan tentang pengetahuan disiplin suatu mazhab 
dengan taqlid. Beliau menghidupkan kembali al-sunah yang mulai ditinggalkan. 
Secara umum, antara Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan gurunya Ibnu Taimiyah tidak 
terdapat perbedaan dalam kerangka berpikirnya, yaitu kerangka berfikir dalam 
                                                 
6
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Ighāśatul Lahfān..., hlm. viii. 
7
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Ighāśatul Lahfān..., hlm. viii. 
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Mazhab Hanbali yang ahlul hadis. Ibnu Qayyim lebih cenderung kepada performa 
yang moderat dalam pemikirannya. 
Ibnu Qayyim memiliki banyak guru. Hal itu karena semangatnya yang 
tinggi dalam menuntut ilmu. Di antara guru-gurunya adalah:  
1. Ayahnya 
2. Abu Bakar bin Ayyub al-Zar`i 
3. Abu Bakar Ahmad bin Abdudaim al-Maqdisi, 
4. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam 
5. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 
6. Abul Abbas Ahmad bin Abdurrahman al-Syihab al-‘Abir 
7. Ismail bin Muhammad al-Fara’ al-Harrani 
8. Syaikhul Hanabilah 
9. Ismail Yusuf bin Maktum al-Qaisi al-Syafi`i 
10. Ayub bin Ni’mah al-Kahal al-Nablusi al-Dimasyqi 
11. Sulaiman bin Hamzah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali 
12. Syarafuddin Abdullah bin Abdul Halim bin Taimiyah al-Numairi 
13. Isa bin Abdurrahman al-Mutha’im 
14. Fatimah binti Syaikh Ibrahim bin Mahmud al-Bathaihi al-Ba’li 
15. Muhammad bin Ibrahim bin Jama’ah al-Kanani al-Syafi`i.8 
Selain disebutkan di atas, masih banyak lagi guru beliau. Di samping guru, 
beliau juga mempunyai banyak murid, di antaranya yaitu: 
1. Putranya Ibrahim 
                                                 
8
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Ighāśatul Lahfān..., hlm. viii. 
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2. Burhanuddin bin Muhammad bin Abu Bakar al-Zar’i 
3. Ibnu Katsir atau Ismail Imaduddin Abul Fida’ bin Umar bin Katsir al-
Quraisyi al-Syafi’i 
4. Ibnu Rajab atau Abdurrahman bin Ahmad al-Hanbali 
5. Al-Subki 
6. Al-Dzahabi 
7. Ibnu Abdil Hadi 
8. Al-Nablusi 
9. Al-Fairuz Abadi 
10. Muhammad bin Muhammad bin Abu Bakar al-Quraisyi al-Muqari al-
Tilmisani.
9
 
11. Burhan bin Qayyim dan Syarifuddin bin Qayyim 
12. Ibnu Abd Hadi bin Qudamah al-Maqdisi al-Salihi al-Hanbali 
13. Abu Thahir Muhammad bin Ya’qub al-Fairuzzabadi (tokoh fikih).10 
Selain ulama-ulama di atas, juga masih banyak murid beliau. Terhadap 
keilmuannya, banyak disuguhkan karya tulis dalam bentuk kitab fikih, hadis, 
tafsir dan kitab lainnya. Di antara kitab-kitab beliau adalah:  
1. Ijtimā’ al-Juyūsy al-Islāmiyah 
2. I’lām al-Muwāqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn 
3. Ighāṡah al-Laḥfān min Masyāyidi al-Syaiṭān 
4. Amṡal al-Qur’ān, Al-Tibyān fī Aqsām al-Qur’ān 
5. Tuhfah al-Maudūd fī Aḥkām al-Maulūd 
                                                 
9
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Ighāśatul Lahfān..., hlm. viii. 
10
M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab..., hlm. 293. 
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6. At-Tafsīr al-Qayyim 
7. Tahdzīb Mukhtaṣar Sunan Abi Daud 
8. Jalā’u al-Afhām fī al-Ṣalat wa as-Salām ‘alā Khair al-Anām 
9. Hadi al-Arwah ilā Bilād al-Afrah 
10. Ad-Da’ wa ad-Dawā’ 
11. Rauḍah al-Muhibbin wa Naẓah al-Musytaqīn 
12. Zād al-Ma’ād fī Hadyi Khair al-’Ibād 
13. Nikāḥul Muhrim, dan manusk banyak kitab beliau lainnya.11 
Tulisan-tulisan Ibnu Qayyim yang memuat masalah hukum keluarga 
(pernikahan) dimuat dalam beberapa kitab, di antaranya yaitu kitab: I’lām al-
Muwāqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn, kitab: Ighāṡah al-Laḥfān min Masyāyidi asy-
Syaiṭān, kitab Tuhfah al-Maudūd fī Aḥkām al-Maulūd, kitab al-Tafsīr al-Qayyim, 
kitab Zād al-Ma’ād fī Hadyi Khair al-’Ibād, dan kitab Nikāḥul Muhrim. 
Untuk pembahasan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga 
menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, penulis akan merujuk pada kitab: Zād al-
Ma’ād fī Hadyi Khair al-’Ibād, kitab: I’lām al-Muwāqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn, 
dan kitab: Ighāṡah al-Laḥfān min Masyāyidi aal-Syaiṭān. Selain itu, penulis akan 
merujuk kitab beliau lainnya yang relevan dengan pembahasan ini. Untuk 
memperkuatnya, penulis juga akan mengutip rujukan lainnya, yang dapat 
memperjelas pendapat Ibnu Qayyim dalam masalah hak dan kewajiban suami 
isteri dalam rumah tangga, khususnya kewajiban isteri yang harus dipenuhi dalam 
pekerjaan dan rugas-tugas rumah tangga. 
                                                 
11
M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab..., hlm. 293: sebanyak 97 kitabnya disadur dalam 
kitab terjemahan: Ighāṡah al-Laḥfān min Masyāyidi asy-Syaiṭān. 
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3.2. Kewajiban Isteri dalam Rumah Tangga dalam Pandangan Ibnu 
Qayyim Al-Jauziyyah 
 
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, pada dasarnya berpendapat sama dengan 
mayoritas ulama tentang tugas wajib seorang isteri terhadap suaminya. Di 
antaranya kewajiban isteri dalam memenuhi kebutuhan biologis suami, menjaga 
harta suami, wajib menjaga kesuciannya sebagai isteri, mendidik anak dengan 
cara baik, wajib untuk tidak keluar rumah tanpa izin suami kecuali ada keperluan, 
dan kewajiban untuk bertutur kata dan bersikap baik kepada suami.  
Ibnu Qayyim merinci enam kewajiban isteri terhadap suami dalam rumah 
tangga: 
1. Isteri wajib mentaati suami dalam perkara yang baik. 
2. Isteri wajib untuk tidak memasukkan seseorang ke dalam rumah ketika suami 
tidak ada. 
3. Isteri wajib tidak keluar rumah tanpa izin suami. 
4. Isteri wajib menjaga harta suami. 
5. Isteri wajib mensyukuri kebaikan suami. 
6. Isteri wajib melayani dan membantu suami.12 
Namun demikian, Ibnu Qayyim tampak tidak sependapat dengan 
mayoritas ulama mazhab yang menyatakan isteri tidak wajib melayani suami 
dalam tugas-tugas rumah tangga. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim memandang tugas-
tugas rumah tangga menjadi kewajiban isteri yang harus dikerjakan. Misalnya, 
                                                 
12
Abu Ishaq a-Huwaini al-Atsari dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, al-Insyiraḥ fī Adāb al-
Nikāḥ wa Zād al-Ma’ād fī Hadyī Khair al-‘Ibād Juz 4, ed. In, Tuntunan Lengkap Pernikahan: 
Disertai Tuntunan Nabi s.a.w dalam Masalah Seks, (terj: Hannan Hoesin Bahannan), cet. 3, 
(Pekalongan: Maktabah Salafy Press, 2007), hlm. 92-107. 
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menanak nasi, membuat roti, kue, mamasak air, menyapu, dan pekerjaan rumah 
tangga lainnya.
13
 
Semua tugas rumah tangga tersebut menurut Ibnu Qayyim bagian dari 
pelayanan, khidmat, dan pengabdian isteri kepada suaminya. Dalam rumah 
tangga, isteri mengerjakan pekerjaan rumah bagian dari pelayanannya terhadap 
suami.menurut Ibnu Qayyim, pelayanan seorang isteri terhadap suaminya adalah 
perkara yang wajib. Hal ini bertujuan untuk membentu suaminya sehingga lebih 
berkonsentrasi terhadap apa yang sedang dia kerjakan. Ini adalah pendapat yang 
peling rajih (kuat) di kalangan muhaqqiq. Pendapat selain menyatakan wajib 
menurut beliau adalah pendapat yang lemah dan tidak kuat.
14
 
Di sini, jelas bahwa Ibnu Qayyim bersebarangan dengan pendapat 
mayoritas ulama. Mayoritas ulama seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi’i, bahwa 
Imam Hanbali sendiri menyatakan melayani suami dalam urusan tugas-tugas 
keluarga bukanlah perkara yang wajib baginya. Sedangkan Ibnu Qayyim, tugas-
tugas tersebut justru bagian dari pelayanan yang wajib ditunaikan. 
Dalam kitab terjemahan: Mistāḥ Dār al-Sa’ādah, Ibnu Qayyim 
menyebutkan, laki-laki dari sisi postur tubuh memiliki perbedaan, bahkan dari 
segi kewajiban juga berbeda. Allah s.w.t. menjadikan lelaki sebagai pemimpin 
                                                 
13
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Zād al-Ma’ād fī Hadyī Khair al-‘Ibād, ed. In, Zadul Ma’ad; 
Bekal Perjalanan Akhirat, (terj: Amiruddin Djalil), jilid 6, cet. 5, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 
224-227. 
14
Abu Ishaq a-Huwaini al-Atsari dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, al-Insyiraḥ fī Adāb..., 
hlm. 103. 
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atau pengarah wanita, dan menjadikan wanita seperti pelayan bagi suaminya. Oleh 
karena itu, Allah membedakan keduanya.
15
 
Berdasarkan pendapat di atas, Ibnu Qayyim memandang perbedaan 
penciptaan manusia dari segi postur tubuh menjadikan antara laki-laki dengan 
perempuan berbeda, perbedaan itu juga mengarah pada perbedaan tugas-tugas 
yang wajib dipikul oleh keduanya dalam rumah tangga. Artinya, laki-laki sebagai 
pemimpin yang wajib menafkahi isteri, wajib bekerja di luar rumah untuk 
menghasilkan harta. Sedangkan isteri wajib melayani suami, wajib mengerjakan 
pekerjaan-pekerjaan rumah sebagai imbangan atas suami bekerja di luar rumah. 
Isteri wajib untuk melakukan pekerjaan rumah menjadi konsekuensi logis 
dari kewajiban nafkah yang telah diberikan oleh suaminya, dan ini sejalan dengan 
ikatan hubungan kehidupan rumah tangga yang saling menopang antara suami 
isteri. Ibnu Qayyim berpendapat, kewajiban isteri dalam membantu suami 
mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, termasuk memasak, mencuci, membuat 
kue dan lainnya merupakan bagian dari hubungan saling menopang antara suami 
isteri.
16
 
Meski mengerjakan perkerjaan rumah tangga bagian dari kewajiban isteri, 
namun Ibnu Qayyim melarang suami berbuat semena-mena dengan isteri. Untuk 
itu, kewajiban suami seperti memberi makan, pakaian, tidak menampar, dan tidak 
menjelek-jelekkan isteri. Karena, semua perkara tersebut telah digariskan oleh 
Rasulllah. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim menuturkan salah satu hadis Rasul: 
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Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Mistāḥ Dār al-Sa’ādah, ed. In, Kunci Kebahagiaan, (terj: 
Abdul Hayyie al-Katani, dkk), (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004), hlm. 456. 
16
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Zād al-Ma’ād..., hlm. 224-227. Dimuat juga dalam 
ringkasan kitabnya yang berjudul: Muktaşar Zād al-Ma’ād, ed. In, Bekal Perjalanan Menuju ke 
Akhirat, (terj: Kathhur Suhardi), cet. 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 395. 
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  م اَن َث َّدَح ِنْب ِميِكَح ْنَع ُّيِلِهاَبْلا َةَعَز َق و َبأ َانَر َبْخَأ ٌداََّحَ اَن َث َّدَح َليَِعْسِْإ  نْب ىَسو
 َلَاق ِهْيَلَع َانِدَحَأ ِةَجْوَز ُّقَح اَم ِهَّللا َلو سَر َاي  تْل  ق َلَاق ِهِيَبأ ْنَع ِّيِْيَْش قْلا ََةيِواَع م
 ْكَتَو َتْمَِعط اَذِإ اَهَمِعْط ت ْنَأ َهْجَوْلا ْبِرْضَت َلََو َتْبَسَتْكا َْوأ َتْيَسَتْكا اَذِإ اَهَو س
 ِكَحَّب َق َلو ق َت ْنَأ ْحِّبَق  ت َلََو د واَد و َبأ َلَاق ِتْي َبْلا فِ َّلَِإ ْر جْه َت َلََو ْحِّبَق  ت َلََو
  هَّللا.   
Artinya: “ Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'Il, telah menceritakan 
kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza’ah 
al-Bahali, dari Hakim bin Mu’awiyah al-Qusyairi dari ayahnya, ia 
berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang 
diantara kami atasnya? Beliau berkata: "Engkau memberinya makan 
apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau 
berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau 
menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan 
engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah”. Abu Daud berkata; dan 
janganlah engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian) 
dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu”. (HR. Abu 
Daud).
18
 
 
Ibnu Qayyim juga menuturkan hadis Rasul sebegai berikut: 
 
 َح َةَبْيَش بَِأ  نْب ِرْكَب و َبأ اَن َث َّدَح ْنَع َةَعْز َق بَِأ ْنَع َةَبْع ش ْنَع َنو راَه  نْب  دِيَزي اَن َث َّد
 ُّقَح اَم َمَّلَسَو ِهْيَلَع  هَّللا ىَّلَص َِّبَِّنلا َلَأَس الً جَر َّنَأ ِهِيَبأ ْنَع ََةيِواَع م ِنْب ِميِكَح
 َْنأَو َمَِعط اَذِإ اَهَمِعْط ي ْنَأ َلَاق ِجْوَّزلا ىَلَع َِةأْرَمْلا ْبِرْضَي َلََو ىَسَتْكا اَذِإ اَهَو سْكَي
 ِتْي َبْلا فِ َّلَِإ ْر جْه َي َلََو ْحِّبَق  ي َلََو َهْجَوْلا.   
Artinya: “ Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, 
telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Syu’bah dari 
Abu Qaz’ah dari Hakim bin Mu’awiyah dari Bapaknya berkata, 
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(ta’lif: Muhammad Nashiruddin al-Albani), juz 1, (Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif li Naṣir wa al-
Tazī’, 1997), hlm. 277. 
50 
 
“Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
“Apa hak seorang wanita atas suaminya?” beliau menjawab: “Memberi 
makan kepadanya apabila dia makan, memberi pakaian apabila ia 
berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkannya dan 
tidak boleh mendiamkannya kecuali di dalam rumah”. (HR. Ibnu 
Majah).
20
 
 
Dari kutipan hadis di atas, Ibnu Qayyim memposisikan diri untuk tidak 
terlalu memandang wanita sebagai makhluk inferior, tersudutkan dalam 
kewajibannya sebagai pelayan suami dalam rumah tangga. Untuk itu, beliau 
memberi batasan agar suami juga harus berlaku baik kepada isteri, tidak 
menampar, dan memenuhi hak isteri secara sempurna dengan cara yang baik 
sebagaimana tuntunan Rasulullah. 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa Ibnu Qayyim memandang isteri wajib 
melayani dan berkhidmat kepada suami. Pelayanan tersebut berupa mengerjakan 
semua pekerjaan rumah tangga, di antaranya memasak nasi dan air, menyapu, 
membuat kue dan roti, dan pekerjaan rumah lainnya. Hal ini dilakukan sebagai 
imbangan atas suami bekerja menghasilkan harta, nafkah, dan belanja keluarga di 
luar rumah, dan isteri wajib bekerja di dalam rumah. 
 
3.3. Landasan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam Menetapkan 
Kewajibkan Isteri dalam Rumah Tangga 
 
Landasan hukum Ibnu Qayyim dalam menetapkan kewajibkan isteri dalam 
rumah tanggaada dua, yaitu al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 288, kemudian hadis 
Rasulullah mengenai pembagian tugas antara Fatimah r.a dan Ali r.a, serta 
kebiasaan isteri-isteri para sahabat terdahulu dalam mengerjakan pekerjaan rumah. 
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mengenai surat al-Baqarah ayat 288, membicarakan masalah adanya kesimbangan 
hak yang diterima perempuan dengan kewajibannya. 
                                       
                                     
                                     
Artinya: “ Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga 
kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan 
Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari 
akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti 
itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita 
mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara 
yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan 
kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 228). 
 
Ayat di atas secara umum memiliki beberapa hukum, di antaranya 
membicarakan masalah hukum iddah wanita. Kemudian, ayat tersebut juga 
membicarakan masalah perbedaan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. 
Di mana, laki-laki dilebihkan satu tingkat dari pada wanita, mengingat ia sebagai 
pemimpin dalam keluarga. Dalam ayat ini juga terkandung hukum bahwa wanita 
mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf 
atau baik. Bagian inilah yang menjadi dasar Ibnu Qayyim dalam masalah 
kewajiban isteri dalam rumah tangga. 
Menurut Ibnu Qayyim, antara suami isteri mempunyai keseimbangan hak 
dan kewajiban yang mesti dipikul dan diterima antara keduanya. Suami yang 
tugasnya mencari nafkah, dalam keadaan yang sama juga wajib bagi isteri untuk 
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mengabdi dengan cara mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Atas dasar inilah, 
terdapat keseimbangan hak dan kewajiban yang dipikul dan diperoleh keduanya. 
Landasan hukum yang lebih tegas yaitu riwayat hadis berkaitan dengan 
konteks kewajiban suami bekerja di luar rumah dan kewajiban isteri bekerja di 
dalam rumah. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim mengutip riwayat hadis yang masyhur 
digunakan oleh ulama yang sepaham menyatakan isteri wajib mengerjakan 
pekerjaan rumah, yaitu tentang pembagian kerja yang oleh Rasulullah 
menugaskan Fatimah r.a bekerja di dalam rumah dan Ali r.a bekerja di luar 
rumah. 
Ibnu Qayyim menuturkan, ketika Ali Bin Abi Thalib dan isterinya Fatimah 
mengadu kepada Rasulullah agar diberi pembantu, maka Rasul menetapkan jenis 
pekerjaan di dalam rumah yang harus dikerjakan Fatimah dan menetapkan 
pekerjaan di luar rumah kepada Ali.
21
 
 َِّبَِّنلا َّنَِإف–  َمَّلَسَو ِهْيَلَع  هَّللا ىَّلَص–  ، ِتْي َبْلا ِةَمْدِِبِ َةَمِطَاف ِهِتَن ْبا ىَلَع ىَضَق
  لَمَع ْنِم ِتْي َبْلا ْنِم ااِجراَخ َناَك اَم ٍّيِلَعَو 
Artinya: “ Sesungguhnya Nabi s.a.w, menetapkan terhadap anak perempuannya, 
Fatimah, mengerjakan pekerjaan di rumah, sedangkan kepada Ali bin 
Abi Thalib pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di luar rumah. (HR. 
Ibnu Abi Syaibah). 
Ibnu Qayyim mengutip pendapat Ibnu Hubaib, bahwa pekerjaan di dalam 
rumah meliputi, pembuatan tepung, memasak, mengatur tempat tidur, 
                                                 
21
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Mukhtasar Zād al-Ma’ād..., hlm. 395. 
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membersihkan rumah, dan mengambil air.
22
 Dengan demikian, hadis ini menjadi 
dasar bagi Ibnu Qayyim dalam menetapkan pendapat tentang kewajiban isteri 
dalam mengurus pekerjaan rumah tangga.  
Untuk memperkuatnya, Ibnu Qayyim juga melandasinya pada kebiasaan 
atau adat wanita pada masa sahabat, di mana perkejaan-pekerjaan tersebut 
dilakukan oleh wanita pada saat itu.
23
 Kebiasaan dalam Islam juga menjadi bagian 
dari rujukan hukum. Dalam Kitab: I’lām al-Muwāqi’īn, Ibnu Qayyim 
menuturkan: “Sesungguhnya hak-hak kewajiban yang tidak ditentukan oleh Allah 
dan Rasul-Nya dikembalikan menurut kebiasaan yang sudah berlaku”.24 Dalam 
hal ini dipahami bahwa masalah pekerjaan rumah, telah disebutkan secara tegas 
oleh Rasulullah dalam hadis, juga diperkuat dengan kebiasaan perempuan pada 
masa sahabat yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rumah, mencuci, menyapu 
dan lain sebagainya. 
Terkait dengan hukum kebiasaan ini, penulis perlu mengutip beberapa 
pendapat ulama. Menurut Wahbah al-Zuhaili, dasar dari pembagian hak dan 
kewajiban suami maupun isteri ini adalah adat (‘urf) dan nature (fitrah atau 
alami), dan asasnya adalah setiap hak melahirkan kewajiban.
25
 Begitu juga 
dikemukakan oleh Abdul Majid, melayani suami dalam melakukan perkerjaan 
rumah ada kaitannya dengan kebiasaan masyarakat, serta disesuaikan dengan 
perekonomian keluarga. Apabila keadaan ekonomi suami tidak mampu untuk 
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Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islām wa Adillatūhū, ed. In, Fikih Islam: Pernikahan, 
Talak, Khulu’, Ila’, Li’an, Zihar dan Masa Iddah,  (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, 
(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 203. 
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mempekerjakan seorang pembantu, maka isteri wajib membantunya. Sebaliknya, 
apabila keadaan ekonomi suami memungkinkan untuk menyewa seorang 
pembantu, maka isteri tidak harus melakukan pekerjaan rumah, dan tugasnya 
hanya mengawasi.
26
 Berdasarkan uraian ini, diketahui bahwa pekerjaan rumah 
menjadi kebiasaan perempuan sejak zaman dahulu. Untuk itu, kebiasaan-
kebiasaan yang dilakukan oleh para isteri dan anak perempuan pada masa sahabat 
menjadi bagian dasar hukum Ibnu Qayyim dalam menetapkan kewajiban isteri 
dalam rumah tangga.  
Berangkat dari tiga landasan hukum di atas, baik al-Quran, hadis, maupun 
kebiasaan perempuan masa sahabat, menurut Ibnu Qayyim wajib bagi isteri untuk 
mengerjakan tugas rumah tangga. Hal ini sebagai kausalitas dari adanya 
kewajiban suami mencari nafkah memenuhi hak isteri, dan kewajiban isteri dalam 
memenuhi hak suaminya. 
 
3.4. Analisis Penulis 
Beda pendapat dalam masalah tugas-tugas rumah tangga sebenarnya bukan 
masalah yang terlalu mengelitik untuk dipersoalkan. Karena, hal terpenting 
menurut penulis yaitu tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga tersebut 
berlaku secara aktual antara suami dan isteri. Suami tidak dipandang sebagai 
pihak yang superior, sebaliknya isteri tersudutkan dan dianggap sebagai makhluk 
yang inferior. 
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Dalam ranah fikih, memang sangat dimungkinkan adanya perbedaan 
pendapat, bahkan ruang untuk berbeda pendapat itu cukup besar, khususnya 
dalam kaitan dengan ketiadaan dalil yang pasti dan tegas mengenai hukum suatu 
permasalahan. Dalam tugas-tugas rumah tangga misalnya, di sini saja dapat 
dipetakan menjadi dua pandangan, ada ulama memandang bukan kewajiban isteri, 
dan ada juga memandang sebaliknya, yaitu semua pekerjaan rumah tangga 
menjadi kewajiban isteri. 
Kaitannya dengan pendapat Ibnu Qayyim, ada dua persoalan yang penting 
disoroti. Pertama, tentang perbedaan Ibnu Qayyim dengan jumhur ulama mazhab, 
termasuk Imam Hanbali sendiri sebagai mazhab beliau. Kedua, jika mengikuti 
pendapat Ibnu Qayyim, apakah kewajiban itu jika tidak dilaksanakan suami dapat 
memaksa atau tidak. Dua persoalan ini menurut punulis penting untuk ditelusuri. 
Masalah pertama, bahwa Ibnu Qayyim adalah sosok ulama sunni 
bemazhab Hanbali, sangat banyak pendapat-pendapatnya yang berseberangan 
dengan ulama mazhab, bahkan ulama mazhab yang ia pegang, yaitu Imam 
Hanbali. Dalam konteks pekerjaan rumah tangga, empat ulama mazhab sepakat 
memandang isteri tidak wajib mengerjakan pekerjaan rumah, seperti menyapu, 
memasak nasi, dan pekerjaan rumah lainnya.  
Imam Hanbali, sebagaimana telah penulis kutip pada bab sebelumnya, 
berpendapat bahwa seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada 
suaminya, baik berupa mengaduk bahan makanan, membuat roti, memasak, dan 
yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur. Alasannya 
bahwa akad nikah hanya kewajiban pelayanan seksual. Maka pelayanan dalam 
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bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh isteri, seperti memberi minum kuda atau 
memanen tanamannya.
27
 Di sini, jelas ada perbedaan dengan Ibnu Qayyim yang 
memandang wajib bagi isteri untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. 
Dilihat dari landasan hukumnya, dasar yang dipakaiIbnu Qayyim yang 
tampak dominan digunakan adalah adanya pembagian tugas yang dinyatakan oleh 
Rasulullah kepada Fatimah dan Ali. Dalam hadis ini, tergambar bahwa sikap 
Rasulullah s.a.w, yang membiarkan pekerjaan Ali di luar rumah dan Fatimah di 
dalam rumah, menunjukkan penetapan Rasulullah bahwa demikianlah aktifitas 
suami dan istri dalam Islam. Seorang suami memang harus bekerja mendatangkan 
apa yang dibutuhkan istri dari luar rumah seperti membawakan air dan bahan 
makanan, sedangkan istri bekerja di sektor domestik atau dalam rumah. 
Hal ini diperkuat dengan apa yang ditutur Imam Ibnu Hajar al-Asqalani 
dalam kitab Fath al-Barri, di mana pekerjaan di rumah adalah wajib bagi seorang 
wanita meskipun sang isteri memiliki kedudukan terpandang dan kemuliaan jika 
sang suami kesulitan (mendatangkan pembantu). Demikian juga oleh al-‘Allamah 
Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, yang juga berpendapat bahwa bagi isteri, adalah 
wajib melayani suami sekaligus mengurus rumah sesuai kemampuan. Jika 
pekerjaan rumah tangga mendatangkan kesusahan bagi isteri, maka suami wajib 
membantu untuk meringankannya.
28
 Bahkan, pendapat ini juga dipegang oleh 
Yusuf al-Qaradhawy dan Muhammad Ali al-Shabuny seperti telah dikemukakan 
pada bab dua sebelumanya. 
                                                 
27
Ahmad Sarwat, Fiqh Nikah..., hlm. 82-88. 
28
Dimuat dalam http://balqisbalqiiss.tumblr.com/page/9, diakses tanggal 19 Januari 2018. 
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Sebagai perbandingan atas dalil-dalil di atas, penulis mengutip pendapat 
al-Zahabi dalam kitab al-Kabā’ir. Beliau menuturkan dalam kutipan yang panjang 
bahwa: 
“ Suatu ketika seorang laki-laki mendatangi Umar r.a, untuk mengadukan perilaku 
isterinya. Ia menunggu Umar di depan pintu rumahnya. Tiba-tiba laki-laki 
tersebut mendengar isteri Umar sedang memarahinya (Umar: pen), dan Umar 
diam saja tidak menanggapi. Laki-laki itu akhirnya pulang dan berkata dalam 
hatinya: “Jika keadaan Amirul Mukminin seperti itu, lalu bagaimana dengan 
saya?”. Tidak lama kemudian Umar keluar dan melihatnya berpaling. Umar 
memanggil laki-laki tersebut, dan berkata: “Apa keperluanmu?”, tanya Umar. 
“Wahai Amirul Mukminin, sebenarnya saya datang untuk mengadukan sikap dan 
perbuatan isteri saya kepada saya, namun saya mendengar hal yang sama pada 
isteri anda, akhirnya saya pulang dan berkata (dalam hati): Jika keadaan Amirul 
Mukminin seperti ini lalu bagaimana dengan saya?” Umar berkata: “Wahai 
saudaraku, saya tetap sabar (atas perbuatannya), karena memang itu kewajiban 
saya. Isteri sayalah yang memasakkan makanan saya, membuatkan roti untuk 
saya, mencucikan pakaian, dan menyusui anak saya, sedang semua itu bukanlah 
kewajibannya. Disamping itu hati saya merasa tenang (untuk tidak melakukan 
perbuatan haram). Karena itulah saya tetap bersabar atas perbuatannya itu”, jawab 
Umar. “Wahai Amirul Mukminin, isteri sayapun demikian”, kata laki-laki 
tersebut.“Karena itu, bersabarlah wahai saudaraku. Ini hanya sebentar,” kata 
Umar.
29
 
 
Kisah di atas tentu menjadi bandingan pendapat Ibnu Qayyim. Kisah ini 
memberikan sebuah perspektif yang jelas dalam relasi suami dan isteri 
menyangkut pekerjaan rumah tangga. Dalam pandangan Umar bin Khathab, 
memasak makanan, membuat roti, mencuci baju suami, bukanlah kewajiban isteri. 
Umar melihat isterinya telah melakukan banyak kebaikan dengan melakukan 
kegiatan rumah tangga. Dengan demikian, seolah ada pertentangan antara 
penetapan Rasul atas tugas Fatimah dan Ali dengan riwayat ini. Sebagai titik 
                                                 
29
Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Usman al-Zahabi, al-Kabāir, ed. In, Dosa-
Dosa Besar, (terj: Umar Mujtahid dan Arif Mahmudi), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 100: 
Kutipan tersebut juga dimuat dalam artikel “Jogja Family Center”, yang ditulis oleh Cahyadi 
Takariawan dan Ida Nur Laila, Pembagian “Peran Domestik” yang Berkeadilan dalam 
Keluarga”. Dimuat dalam dihttps://sites.google.com/site/ginahusnaweddingday/cerita-
cinta/cahyadi-takariawan-pembagian-peran-domestik-yang-berkeadilan-dalam-keluarga, diakses 
tanggal 19 Januari 2018. 
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temunya, tentu harus dikembalikan kepada ranah adat dan kebiasaan masyarakat. 
Hal ini menurut penulis bagian dari manifestasi kaidah: 
اعلاةمكمح ةد 
Artinya: “Adat istiadat dapat dijadikan sebagai hukum”.30 
Hak-hak antara suami dan istri kembali kepada al-‘urf atau al-ādah yang 
berlaku pada daerah setempat, dan hal ini berbeda-beda tergantung waktu, tempat, 
keadaan, orang dan adat kebiasaan.Misalnya wajibnya taat bagi isteri kepada 
suami, kebiasaan dalam mengurus pekerjaan rumah. Hal ini disebabkan karena 
suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga 
sekaligus yang menafkahinya. Jika perkerjaan rumah tangga telah biasa 
dikerjakan oleh isteri, maka bagian dari ibadah baginya, dan suami hendaknya 
tidak menuntut lebih pada isterinya, serta tidak memaksa sehingga saling 
menimbulkan bahaya bagi hubungan suami. Ini juga sesuai dengan kaidah: 
رارضلَو  رارضلَ 
Artinya: “Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan”.31 
Persoalan kedua mengenai pandangan Ibnu Qayyim, apakah kewajiban 
isteri dalam mengerjakan pekerjaan rumah dapat dipaksakan oleh suami?. 
Ternyata, Ibnu Qayyim sangat lentur dalam hal ini, ia tidak terlalu ekstrim dalam 
pendapatnya. Ibnu Qayyim justru memandang peran isteri dalam mengerjakan 
pekerjaan rumah sebagai perannya dalam membantu suami yang kelelahan 
                                                 
30
Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 
hlm. 166. 
31
Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh..., hlm. 121. 
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bekerja. Ibnu Qayyim tidak membenarkan suami memaksa isteri apabila isteri 
tidak sanggup mengerjakan pekerjaan rumah. Artinya, kewajiban isteri dalam hal 
ini hanya sebatas kesanggupan. Pelayanan isteri kepada suami menurutnya harus 
dilaksanakan dengan cara yang baik dan dalam batas kemampuan isteri.
32
 hal ini 
berbeda dengan kewajiban isteri dalam memenuhi kewajiban biologis suami, di 
mana isteri tidak dapat menolak suami untuk berhubungan intim. Dengan 
demikian, pendangan Ibnu Qayyim tentang wajibnya isteri dalam mengerjakan 
pekerjaan rumah bukanlah kewajiban yang dapat dipaksakan, melainkan hanya 
sebatas kemampuan isteri secara ma’ruf. 
Menurut penulis dalil yang tegas tentang tugas isteri dalam rumah tangga 
memang tidak ada keterangan yang jelas dari Rasulullah, bahkan dalam Alquran 
sendiri tidak ada keterangan rincinya. Dilihat dari kehidupan Rasulullah, Beliau 
sendiri membantu isteri-isterinya soal urusan rumah tangga, bahkan mengerjakan 
keperluan Beliau sendiri, seperti dapat dipahami dari kutipan terjemahan hadis 
berikut ini: 
“ Aisyah ra, pernah ditanya: “Apakah yang dilakukan Rasulullah s.a.w, di 
dalam rumah?”, Ia (Aisyah ra) menjawab: “Beliau s.a..w, adalah seorang 
manusia biasa. Beliau menambal pakaian sendiri, memerah susu dan 
melayani diri beliau sendiri.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi).33 
 
Hadis ini jauh berbeda dengan hadis pembagian tugas antara Fatimah dan 
Ali sebelumnya. Satu sisi, Rasul menetapkan tugas kepada Fatimah, di sisi lain 
Rasul sendiri mengerjakannya. Perbedaan ini sangat jelas, yaitu antara 
                                                 
32
Abu Ishaq a-Huwaini al-Atsari dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, al-Insyiraḥ fī Adāb al-
Nikāḥ wa Zād al-Ma’ād fī Hadyī Khair al-‘Ibād Juz 4, ed. In, Tuntunan Lengkap Pernikahan: 
Disertai Tuntunan Nabi s.a.w dalam Masalah Seks, (terj: Hannan Hoesin Bahannan), cet. 3, 
(Pekalongan: Maktabah Salafy Press, 2007), hlm. 103. 
33
Imam Ahmad, Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal, jilid 3, (Jakarta: al-Qowam, 2000), 
hlm. 217. 
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perkataan/ucapan Rasul dengan perbuatannya. Masalah ini menurut penulis sama 
dengan masalah maskawin dalam pernikahan. Beliau menyatakan perempuan 
yang baik adalah yang rendah maharnya, kemudian mahar itu bisa juga dari cincin 
besi. Sedangkan perbuatan beliau saat menikah dengan Khadijah binti Khuwailid 
justru maskawinnya adalah 20 ekor unta yang nilainya cukup besar.  
Begitu juga dengan pekerjaan rumah tangga, beliau menetapkan dengan 
ucapan atas pekerjaan rumah kepada Fatimah, di sisi lain beliau sendiri 
mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi, menurut penulis pekerjaan rumah tangga 
adalah bagian dari upaya saling membantu antara suami dan isteri yang sifatnya 
mutual (hubungan saling menguntungkan dan timbal balik). Artinya, isteri 
membantu suami dengan mengurus rumah tangga, sedangkan suami bekerja 
keras, memeras keringat, tenaga dan fikiran untuk menghasilkan bongkahan 
nafkah bagi keluarga, anak dan isterinya. 
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BAB EMPAT 
PENUTUP 
4.1. Kesimpulan 
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya 
mengenai judul: “Kewajiban Isteri dalam Rumah Tangga: Studi terhadap 
Pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah”, maka dapat ditarik kesimpulan atas 
pertanyaan penelitian ke dalam beberapa poin. 
1. Menurut Ibnu Qayyim, kewajiban isteri dalam rumah tangga yaitu isteri wajib 
mentaati suami dalam perkara yang baik, tidak memasukkan seseorang ke 
dalam rumah ketika suami tidak ada, tidak keluar rumah tanpa izin suami, 
menjaga harta suami, mensyukuri kebaikan suami, dan wajib melayani dan 
membantu suami. Dalam hal melayani dan membantu suami, isteri wajib 
mengerjakan pekerjaan dalam rumah tangga, seperti memasak, menyapu, 
membuat kue dan roti, dan pekerjaan rumah lainnya. 
2. Landasan hukum yang digunakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang 
keseimbangan kewajibkan isteri dalam rumah tangga yaitu Alquran surat al-
Baqarah ayat 228. Kemudian hadis tentang ketetapan Rasulullah atas pekerjaan 
Fatimah di dalam Rumah, dan kebiasaan para perempuan di masa sahabat yang 
mengerjakan pekerjaan rumah tangga. 
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4.2. Saran 
Beberapa saran yang ingin disampaikan sebagai berikut: 
1. Dalam meningkatkan keharmonisan dalam keluarga, hendaknya suami isteri 
harus melaksanakan kewajiban yang telah pasti dijelaskan dalam Alquran dan 
hadis. Mengenai tugas-tugas dalam rumah tangga, hendaknya dilakukan atas 
dasar saling tolong menolong, isteri wajib menolong suami begitu sebaliknya. 
Hendaknya isteri mengerjakan pekerjaan rumah dengan penuh keikhlasan, 
sesuai kemampuannya, dan tidak mengabaikannya. Di sisi lain, suami 
hendaknya tidak memaksa isteri untuk mengerjakan tugas yang tidak sanggup 
dipikul oleh isteri. 
2. Penelitian ini merupakan sebuah analisis pendapat fiqih. Hendaknya, penelitian 
yang menitikberakan pada penelitian ketokohan harus dilakukan secara terus 
menerus, hal ini dapat memberikan wawasan serta untuk memperkaya literatur 
khususnya hukum keluarga Islam. 
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